
BUPATIENDE 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ENDE 
NOMOR l I TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN D E S A  KABUPATEN ENDE 

TAHUN 2025 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENDE, 

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan 

masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah 

otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ende Tahun 2025 - 2026; 

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan .. . 

- 
NOT 

Mengingat 



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE 

TAHUN 2025 - 2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 

3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende 

yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan 

strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta 

evaluasi kinerja. 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan­ 

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya ... 



kesempatan 

kebijakan, 

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 

berdaya saing, maupun peningkatan indeks 

pendapatan, 

pengambilan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam 

jangka waktu tertentu. 

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus 

dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi 

Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) 

tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024. 

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

peningkatan 

pembangunan manusia. 

9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan 

rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan 

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun. 

10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat 

hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan 

hasil pembangunan. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu 

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

13 .  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam bentuk barang atau jasa. 

14. Anggaran ... 



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional. 

Pasal 3 

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

BABIII 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 4 

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud 

untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang 

perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis 

strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan 

publik. 

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : 

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah setiap tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) disetiap bidang. 

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang 

perencanana, penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende. 

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas 

dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi 

sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh. 

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan 

bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program 

strategis yang akan dikembangkan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

BAB IV 
RENSTRA DJNAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Pasal ... 



Pasal 5 

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 memuat 

dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa yang berpedoman pada Perubahan RPO Tahun 2025-2026. 

(2) Sistematika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

BAB IV Tujuan dan Sasaran 

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan 

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

BAB VIII Penutup 

Pasal 6 

Sistematika Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

Pasal 7 

(1) Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan 

semua personil aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sektor 

terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun. 

(2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program 

prioritas. 

Pasal 8 

(1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala DPMD untuk diverifikasi. 

(2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala DPMD diajukan ke 

Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati. 

(3) Kepala ... 



14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan Tahun 2024. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan 

pembangunan daerah. 

19. Sistem lnformasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, 

serta mengolah data pembangunan Daerah. 

20. Daerah adalah Kabupaten Ende. 

21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende. 

22. Bupati adalah Bupati Ende. 

23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende; 

24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

25 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende. 

26 . Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Ende. 

BAB II 
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 

(3) Perencanaan ... 



(3) Kepala DPMD menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada semua, Pejabat Administrator dan 

Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. 

BAB VI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Kepala DPMD melalui masing-masing Pejabat Administrator melakukan 

pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: 

a. kebijakan perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. evaluasi. 

Pasal 10 

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan bersama. 

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat 

Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi 

realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses 

pelaksanaan kegiatan. 

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada 

Kepala DPMD melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub 

koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh 

Sekretaris. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

Pasal ... 



Pasal 11 

(1) Kepala D P M D  melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap: 

a. Pelaksanaan Kegiatan Program DPMD; dan 

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Pasal 12 

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing­ 

masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan 

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing 

Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

Bagian Ketiga 
Perubahan 

Pasal 13 

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diubah dalam ha! : 

a. terjadi perubahan yang mendasar, atau 

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat. 

(2) Perubahan Rensra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Ende. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra 

dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau 

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran. 

Pasal... 



Pasal 15 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 

Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ende. 

Ditetapkan di Ende 

2024 

Diundangkan di Ende 

pada tangga1 G ret 2024 

H KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 1 1  



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE 

REN CANA 

STRATEGIS 

2025-2026 

'I 



KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

penyelenggaraanNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan 

Rencana Stratrgis ( RENSTRA ) Tahun 2025 - 2026 Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

( RPJPD ) tahun 2005 -2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun 2019 - 2024, serta Peraturan Bupati Ende 

Nomor . . .  Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Ende tahun 2025 - 2026 maka telah disusun Rencana Strategis Organisasi 

Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD )  dengan mengacu pada RPJMD. 

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ende merupakan Dokumen teknis perencanaan 2 ( Dua ) 

tahunan yang memuat Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegitan 

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menjadi acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahunan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa ( DPMD ). Diharapkan Renstra tersebut dapat menjadi 

pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan -tahapan yang telah 

ditetapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat 

dan desa serta mempercepat penurunan jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan sekaligus juga sebagai indikator kinerja yang 

akan dinilai pada akhir tahun anggaran selama 2 ( dua) tahun. 

Kami sadar bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari yang dihaarapkan, 

sehingga usu! saran dan kritikan yang membangun kami harapkan, guna 

penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende ke depan. 

Ende, 2024 

4y An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Ende 

Sekretaris, 

CHRISTIANA FARlDA MUDA MITE, ST 

PEMBINA TK. I 

NIP. 19721126 199903 2 007 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus 

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, 

terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan 

jenjang perencanaan yaitu perencanan jangka panjang, perencanaan 

jangka menengah maupun perencaan tahunan. Untuk setiap Daerah 

(Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Pada tataran perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. 

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ende Tahun 2025 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dan 

berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 

dan Daerah Otonomi baru. 

Sejalan dengan ha! tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende menyusun Pedoman Pelaksanaan 

kegiatan 2 tahunan dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 

sebagai dokumen antara setelah berakhimya masa jabatan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 



Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 ahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 ahun 2014; 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4725); 

8. Undung- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara 

Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 1 14 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 

Pembangunan Jangka Menengah 

Negara Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

16. Peraturan Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara RI Tahun 2015 

Nomor 296); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 

2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyeluran dan 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2005-2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Ende Tahun 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2011  ten tang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 .  

22. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kab. Ende 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 

2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 - 2024. 

24. Peraturan Bupati Ende Nomor. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende; 

25. Peraturan Bupati Ende Nomor . . .  Tahun 2024 Ten tang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 adalah untuk 

memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian 

program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen 

perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutarna level pimpinan 

sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 

2025 - 2026 dan didalamnya tertuang kebijakan - kebijakan yang perlu 

ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. 

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah : 

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende setiap tahun. 

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke 

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan 

dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai 

pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan 

pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga 

betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam 

rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

e. Melakukan analisis kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan 

pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber 

daya secara optimal tersebut diatas. 

f. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga 

terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 - 2026. 
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1.4. Sistimatika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

1 . 1 .  Latar Belakang 

1.2.  Dasar Hukum 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN ENDE 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Dan Desa 

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

PERANGKAT STRATEGIS BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

DAERAH 

3.1  Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

3.2. Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

4 . 1 .  Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Ende 

4.2. Cascading Kinerja 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIII 

PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 

2 . 1 .  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD 

2.1.1 Tugas 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1  Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 1 1 ,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 1 )  sebagaiman telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende 

Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Ende ( Lembaran Daerah Kabupten Ende Tahun 2021 

Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6, serta 

Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, tugas, fungsi 

dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende adalah : 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

2.1.2 Fungsi : 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

b. Pelaksanan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

d. Pelaksaan Administrasi Dinas ; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 
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4 7 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. 

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri 

dari: 

a. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan 

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Dinas. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas; 

b) Penyusunan rencana program dan anggaran; 

c) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendeharaan, akuntansi 

dan verifikasi; dan 

d) Penyelenggaraan urursan ketataushaan, kerumahtanggaan, 

kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat. 

Susunan Organisasi sekretariat terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

1) Sb Bagian Umum dan kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, 

urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan 

pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan urusan persuratan; 

b) Pengelolaan dokumen dan kearsipan; 

c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan 

ketertiban kantor; 

d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik 

daerah; 

e) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur; 

f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan 
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g) Pengelolaan kehumasan. 

2 )  Sb Bagian Keuangan. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan 

bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan 

pembukuan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian 

keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan; 

b) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan 

pembukuan keuangan; 

c) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran; 

d) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai; 

e) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan 

f) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan. 

3.) Kelompok Jabatan Fungsional 

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, 

Penyusunan Program dan Anggaran, melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan program dan anggaran, melaksanakan 

penyiapan pelaporan kinerja, melaksanakan penyiapan dan 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

anggaran. 

b. Bidang terdiri atas : 

1) Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong 

Masyarakat Desa 

2) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana 

Prasarana dan Teknologi Tepat Guna. 

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa 

4) Bidang Pemerintahan Desa. 

1. Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Roong 

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong 

mempunyai tugas me!aksanakan perumusan kebijakan, 
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pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan 

supervisi, monitoring serta evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelayanan dasar, kesejahteraan sosial masyarakat desa, 

pengembangan nialai tradisi adat dan budaya gotong royong dalam 

pengelolaan media informasi bagi masyarakat desa. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang 

Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan 

pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat,adat 

dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses 

informasi masyarakat; 

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 

pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat 

dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses 

informasi masyarakat; 

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan 

masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta 

pengembangan akses informasi masyarakat; 

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan 

pengelolann pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat 

dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses 

informasi masyarakat; 

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 

pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat 

dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses 

informasi masyarakat; 

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1 .  Sub Koordinator Substansi Pelayanan Dasar dan 

Pengembangan Akses Informasi Masyarakat. 

Sub Koordinator Substansi Pelayanan Dasar dan 

Pengembangan Akses Informasi Masyarakat mempunyai tugas 

menyusun kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan 
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Supervisi, serta Monitoring dan evaluasi di Bidang Pengelolaan 

Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Bahan Media Akses 

Informasi Bagi Masyarakat Desa. 

2. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan 

Kesejahteraan Masyarakat. 

Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan 

Kesejahteraan Masyarakat rnernpunyai tugas Menyusun 

Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Birnbingan 

Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang 

Pengelolaan Perlindungan Sosial Dasar dan Pernberdayaan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa. 

3. Sub Koordinator Substansi Pengernbangan Tradisi Adat dan 

Budaya Gotong Royong Masyarakat. 

Sub Koordinator Substansi Pengernbangan Tradisi Adat dan 

Budaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas 

Menyusun Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, 

Birnbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi 

di Bidang Pengelolaan Pengernbangan Tradisi Adat dan Budaya 

Gotong Royong Masyarakat Desa. 

2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masarakat Desa, 

Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna. 

Bidang Pengernbangan Usaha Ekonorni Masyarakat Desa, Sarana 

Prasarana dan Teknologi Tepat Guna rnernpunyai tugas 

rnelaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

standarisasi, birnbingan teknis dan supervisi serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelernbagaan Badan Usaha 

Milik Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa,perdagangan 

desa, permodalan usaha ekonorni rnasyarakat desa, sarana 

prasarana pendukung ekonorni desa, pendayagunaan pengelolaan 

surnber daya hutan, pertanian, pertarnbangan, surnber daya air, 

pertanahan, rnaritirn, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna. 

Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud Bidang 

Pengernbangan Usaha Ekonorni Masyarakat Desa, Sarana 

Prasarana dan Teknologi Tepat Guna rnenyelenggarakan fungsi : 

a) Mernverifikasi dan rnengkoordinasikan penyiapan perurnusan 

bahan kebijakan di bidang pernbinaan kelernbagaan Badan 
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Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik 

Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi 

masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi 

desa, pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, 

pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat 

guna; 

b) Memimpin, mengkoordinasikan, mempromosikan dan 

memverifikasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik 

Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, 

perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat 

desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, 

pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, 

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna; 

c) Memverifikasi dan mengevaluasi penyiapan penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan 

pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, 

pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan 

desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana 

prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan 

pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, 

lingkungan hidup dan teknologi tepat guna; 

d) Memimpin pemberin bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik 

Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, 

perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat 

desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, 

pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, 

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna; 

e) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Bdan Usaha 

Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, 

perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat 

desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, 

pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, 

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna; 
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f) Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Sadan Usaha 

Milik Desa, pengembangan usaha Sadan Usaha Milik Desa, 

perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat 

desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, 

pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, 

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna; 

g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1 .  Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan 

Usaha Ekonomi Masyarakat. 

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan 

Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan 

Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan, 

Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta 

Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Pelaksanaan 

Kelembagaan Bum Desa. 

2. Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan. 

Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan mempunyai tugas 

Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, 

Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan 

Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan 

Sarana Prasarana Perdesaan. 

3. Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat 

Guna Perdesaan. 

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat 

Guna Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan 

Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, 

Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta 

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna 

dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan Pertanahan, 

Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan, 

dan Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa. 
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3. Bidang Pemberdaaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa 

mempunyai tugas memverifikasi perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengelolaan 

perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat desa, 

Desa 

Bidang sebagaimana dimaksud 

dan Kelembagaan Masyarakat Pemberdayaan 

advokasi peraturan desa serta kerja sama antar desa dan 

kemitraaan masyarakat desa. 

Dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Mengkoordinasikan dan memverifikasi bahan perumusan 

kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan 

pedesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan 

perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; 

b) Memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan 

perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan 

perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; 

c) Memimpin pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, 

pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan 

pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, 

pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan 

pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; 

e) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan 

supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan 

fasilitasi pembelajaran masyarakat desa; 

f) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, 

bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 
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Kapasitas Pengembangan 

bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat 

desa; 

g) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, 

bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi 

bina pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif; 

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugas. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Sub Koordinator Substansi 

Kebijakan, Pelaksanaan 

Pengembangan Kapasitas 

tugas Menyusun Bahan 

Substansi 

Desa mempunyai 

Perumusan Kebijakan, Kebijakan 

Masyarakat Desa. 

Sub Koordinator 

Masyarakat 

Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring 

dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengembangan Kapasitas 

dan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi 

Pembelajaran Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi Advokasi 

Hukum, Pengelolaan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, 

Pengelolaan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan 

Pendampingan danKaderisasi Masyarakat Desa dan 

Pengelolaan Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa. 

2. Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif Masyarakat Desa. 

Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun 

Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan 

Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta 

Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan 

Pembangunan Partisipatif, Fasilitasi Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif Masyarakat aserta Penyiapan Bahan 

Pemantapan Data Profil Desa sesuai Prosedur dan Ketentuan 

yang berlaku. 

3. Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja 

Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa. 
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Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja 

Sarna dan Kemitraan Masyarakat Desa mempunyai tugas 

Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, 

Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi 

Bina Pengelolaan Fasilitasi Kemitraan, Fasilitasi Kerja Sarna 

Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

4. Bidang Pemerintahan Desa. 

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memverifikasi 

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

serta fasilitasi di bidang penarnaan dan kode desa, evaluasi 

perkembangan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur 

desa dan BPD, fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan 

desa, keuangan dan aset pemerintahan desa, peraturan desa, 

kelembagaan desa dan kerja sarna desa. 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimksud Bidang 

Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi : 

a) Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan 

fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, 

penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan, produk 

hukum desa dan administrasi pemerintahan desa; 

b) Memverifikasi penyiapan dan pelaksanaan penyusunan norma 

standar, prosedur, pembinaan umum, bimbingan teknis, 

supervisi pemantau, evaluasi dan fasilitasi pengembangan 

kapasitas aparatur desa; 

c) Mengkoordinasikan verifikasi penyiapan penyusunan norma, 

standar, prosedur, melaksanakan pembinaan umum, 

perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang fasilitasi 

pengembangan kapasitas Sadan Permusyawaratan Desa, 

pelaksanaan fasilitasi teknis musyawarah desa dan kerja 

sarna pemerintahan desa; 

d) Mengkoordinasikan verifikasi bahan penyiapan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur, 
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monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa, sumber 

pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa 

dan sistem informasi keuangan dan aset desa; 

e) Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi keuangan desa, 

sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan 

aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa; 

f) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan standar, prosedur dan pelaporan 

di bidang evaluasi perkembangan desa kelurahan; 

g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi 

perkembangan desa, penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan 

supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan 

advokasi kewenangan dan peraturan desa; 

h) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

kebijakaan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta 

monitoring dan evaluasi bian pengelolaan analisis dan 

penyusunan peraturan desa. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi 

Pemerintahan Desa. 

Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi 

Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan 

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, 

Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring 

dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penataan Desa dan 

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. 

2. Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan 

dan Kerja Sama Desa. 

Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan 

dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyusun Bahan 

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, 
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Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring 

dan Evaluasi di Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja 

SamaDesa. 

3. Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset 

Pemerintahan Desa. 

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset 

Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan 

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, 

Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring 

dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Keuangan Desa dan Aset Desa. 

Untuk mengetahui struktur Organisasi DPMD Kabupaten Ende, dapat 

dilihat pada halaman berikut. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIN AS PEMBERDA Y AAN MAS Y ARAKA T DAN 

DESA KABUPETEN ENDE 

KEPALA DINAS 

MPOK 
ATAN 
IONAL 

I 
SEKRETARIAT 

I 

i 
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELO 

UMUM DAN KEUANGAN JAB 

KEPEGAWAIAN FUNS 

4 t + • 
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG 

PELA YANAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEMERINT AHAN 

SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA 

TRADISI DAN MASY. DAN 
GOTONG ROYONG DESA,SARANA KELEMBAGAAN 

MASY ARAKAT PRASARANA DAN DESA 
DESA TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA 

+ + i + 
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNS ION AL FUNSIONAL FUNSIONAL FUNSIONAL 

I UPT l 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5 

(lima) orang eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) 

orang kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang eselon IV terdiri dari 2 

orang Kepala Sub Bagian dan 13 orang Pejabat Fungsional. Dalam 

pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa juga didukung oleh 9 orang staf fungsional umum 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 . 1  

Tabel 2 .1  Komposisi Pegawai menurut Jabatan 

Jumlah Keterangan 
No Jabatan Eselon 

Jabatan Defenitif PLT Lowong 

1. Kepala Dinas II-b - - - - 

2. Sekretaris III-a 1 1 - - 

3. Kepala Bidang III-b 4 4 - - 

4. Kepala Sub Bagian IV-a 2 2 - - 

5. 
Kelompok Jabatan IV-a 13 12 - - 

Fungsional 

Jumlah 20 19 - - 

Sumber data kepegawaian Januari 2024 

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan : pasca sarjana (S2) 3 

orang, sarjana (Sl) 19 orang, Diploma (03) 3 orang, dan yang 

berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang seperti tertera pada tabel 2.2 

b 1 2  Ta e .2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Strata 2 (S2) 2 orang 

2. Strata 1 (S 1) 19 orang 

3. Sarjana Muda (03) 3 orang 

4. SLTA 5 orang 

Jumlah 29 orang 
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Sumber data kepegawaian Januari 2024 

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan : Pembina 

Utama Muda (IV-c) 1 orang, Pembina Tk. I (IV-b) 1 orang Pembina (IV-a) 

4 orang, Penata Tingkat I (III-d) 1 1  orang, Penata (III-c) 2 orang, Penata 

Muda Tingkat I (III-b) 5 orang, Penata Muda (III-a) 4 orang, Pengatur Tk I 

(II-d) 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2 

orang untuk mendukung peningkatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dibantu Tenaga 

Honorer 2 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/ Golongan 

No 
Pangkat/ Golongan Jumlah 

1. Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang 

2 Pembina Tingkat I (IV-b) 1 orang 

3. Pembina (IV-a) 4 orang 

4. Penata Tingkat I (III-d) 1 1  orang 

5. Penata (III-c) 2 orang 

6. Penata Muda Tk. I (III-b) 5 orang 

7. Penata Muda (III-a) 4 orang 

8. Pengatur Tingkat I (II-d) 1 orang 

9. Pengatur (II-c) -- 

10. Pengatur Muda tingkat I (II-b) -- 

1 1.  Pengatur muda (II-a) -- 

12 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 2 orang 
Kinerja (PPPK) 

13 Tenaga Honor 2 orang 

Jumlah 33 orang 

Sumber data kepegawaian Januari 2024 
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2.2.2. Sumber Daya Pendudukung (Sarana Prasarana) 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Togas Pokok dan 

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 2 (dua) tahun 

kedepan perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan maupun 

pembangunan serta pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran 

antara Jain Pembangunan Gedung kantor, pengadaan alat angkut / 

kendaraan dinas, dan pengadaan barang inventaris kantor / rumah 

tangga, alat studio / komunikasi. 

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.4 
Data Sarana-prasarana DPMD Kabupaten Ende 

No Jenis Sarana Prasarana Luas/Jumlah Keterangan 

1 Luas tanah ± 1500 m2 

2 Gedung 2 unit (gedung kantor ± 300 m2 612 m2 2 lantai 
dan gedung ruang Praktek TTG 

3 Kendaraan roda empat (Daihatsu Hiline) 1 Unit Kondisi Rusak 
4 Kendaraan Roda dua 15 Unit Kondisi 5 baik, 10 

buah rusak berat 
5 Meja keria, Meja Rapat 65 buah Kondisi baik 

6 Lemari dan rak arsip/Filing kabinet 38 Unit Kondisi baik 

7 Kursi 43 buah Kondisi baik 

8 White board 2 buah Kondisi baik 

9 Papan Pengumuman 14 buah Kondisi baik 

10 Pesawat telepon dan Faximile 1 Unit Kondisi baik 

1 1  Komputer Desktop 8 unit Kondisi baik 

12 AC 2 Unit Kondisi baik 

13 Televisi 1 buah Kondisi baik 

14 Wireless 2 Unit Kondisi baik 

15 Microphone 4 buah Kondisi baik 

16 Hard disk 1 buah Kondisi baik 

17 Lavar Film 1 buah Kondisi baik 

18 Printer 20 buah Kondisi baik 

19 Laptop 27 buah Kondisi baik 

Sumber: DPMD Kab. Ende Tahun 2023 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ende 

Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Sasaran 
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Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat clan Desa Kabupaten Ende periode 2019 - 2024. Capaian 

target IKK Dinas Pemberdayaan Masyakat clan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan 
Dinas Pemberdayaan Mayarahat dan Desa Kabupaten Ende 

Target 
Target Renstra Peranghat Daerah Tahun he Realisasi Capaian Tahun Ke 

No 
Indihator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungi Target Target 

Indikator 
Peranghat Daerah NSK IK 

Lainnya 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Kemandirian Desa 2 2 2 2 2 

1. 
Meninghatnya Keberdayaan Lembaga 

. 

- - 20 % 40 % 60% 80 % 100 % 100% 50% - - - 

Ebonomi 

2 Meninghatnya Keberdayaan Mayaralat 
- 19,76 % 39,52 % 59,68% 79,84% 100% 82,05% 86,03% 

Deso 
- - 

- - - 

3. Meninghatnya Partiipasi Mayaralat 
- - 20 % 40 % 60% 80 % 100 9% 100% 100% - - 

dalam membangun Dea 
- 

- 

4. Meninghatnya hapasitas aparatur 

pemerintah des - - - 20 % 40 % 60% 80 % 100 % 100% 87,5% - - - 

5. Meninghatna Peran Perempuan 
- 20 % 40 % 60% 80 % 100 9% 100% 100% 

di 
- - 

- - - 

Keterangan : Tabel ini sesuai dengan Renstra 2019 - 2024 ( Renstra Awal) 

Indikator Kinerja Sesual Tugas dan Fungi Target Target 
Target Target Renstra Peranglat Daerah Tahun he Realisasi Capaian Tahun Ke 

No Indilator 
Peranghat Daerah NSPK IKK Lainnya 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Indels Dea Membangun (IDM) : 1.Desa 1 .4 ,2 .  1 .2 ,2 .  

Sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal, 3 168, 172, 1.0, 2. 1.2, 2. 105, 1.0, 2. 113, 

1. Desa Berembang 4. Dea Maju - - - - 

3.77, 4. 6 3.83, 4. 
172, 3.84, 3. 143, 4. 2 3.133, 4. 9 - 

4. 8 Desa Desa Desa 

Desa 7 Desa 

2 perentae Penyelenggaraan 19,61% 23,53% 27.45% 100% 
pemerintahan Dea uana balk 

- - - - 
- - 

3. Derentase Lembaga Kemasyaralatan 
- 8,63% 9,80% 11,37% 77,33% 

Desa dan Lembaaa Adat oana Aktif - - - 
- 

4. Nilai AIp Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Dea - - - - CCnlloi B nilol B niloi B - - 
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Dari table pencapaian pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pesentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik 

lndikator ini menunjukan perbandingan jumlah penyelesaian dokumen 

administrasi dari desa setiap tahun. Perkembangan pencapaian 

persentase dokumen administrasi di desa mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun, ha! ini menunjukan bahwa tingkat Sumber daya manusia di 

desa / kelurahan sudah semakin meningkat dan sarana prasarana 

mendukung. 

b. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif. 

Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang 

melaksanakan pengawasan pembangunan yang baik dalam tiap tahun 

perkembangan pencapaian persentase desa / kelurahan yang pengawasan 

dengan baik dari tahun ke tahun, ha! ini menunjukan pembangunan yang 

ada di desa / kelurahan sudah banyak yang sesuai dengan rencana 

pembangunan di desa / kelurahan. 

c. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa 

Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang 

sudah terbentuk Bumdes dengan jumlah desa secara keseluruhan, ha! ini 

menunjukan perkembangan persentase desa yang memiliki Bumdes 

semakin meningkat dalam tiap tahunnya. Informasi tentang Bumdes 

sudah sangat baik karena di desa sudah memiliki jaringan internet desa. 
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Tabel 2.6. 

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan 
sebagaimana tertera pada table dibawah ini : ( Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Ende) 

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 

I 
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

Belanja Tidak 2.000.560.326 2.395.350.233 2.096.000.000 2.044.000000 2.096.000.000 1.989.667.973 2.317.543.370 99,45 96,8 

Langsung 

Belanja Barang dan 1.987.330.000 2251.350.000 2.302.810.500 2.377.444.814 2427.491.840 1.761.452.000 1.199.405.999 88,63 53,3 

Jasa 

Belanja Modal 97.706.000 32.115.002 10.000.000 10.000.000 28.826.322 88.567.000 32.000.000 90,65 99,6 

Total 4.085.596.326 5.478.700.233 4.408.810.500 4.421,444.814 4.552.318.162 3.839.686.973 3.548.949.369 93,98 75,85 

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kc 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Belanja Pegawai 2.395.350.233 2.533.068.842 2.190.955.607 2.096.000.000 2.317.543.370 2.391.686.656 2.167.467.707 96,8 94,4 98,9 

Belanja Barang dan 1.260.219.361 4.171.874.525 1.378.580.770 2.106.400.000 1.231.405.999 2420.175.652 1342.562.230 97,7 58 97,38 

Jasa 

Total 3.655.569.594 6.704.943.367 3.569.536.377 4.202.400.000 3.548.949.369 4.811.862.308 3.510.029.937 97,1 71,8 98,33 
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Dari table anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio 

antara realisasi dan anggaran tahun 2023 dapat dikatakan baik karena 

rata-rata rasio diatas 80. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Seiring dengan makin berkembangnya, masyarakat menjadi makin 

kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat menjadi kritis dan 

cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus menjawab oleh 

pemerintah Daerah makin tinggi dan beragam. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagai bagian dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian harapan dan tuntutan dari 

masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok dan 

fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada. 

Disamping memiliki kekuatan dan kelemahan secara internal, dalam 

melaksanakan tugas melaksanakan pelayanannya Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende juga memiliki tantangan dan 

peluang. 

Tantangan: 

1. Perkembangan kemajuan Teknologi informasi tidak diimbangi dengan 

persiapan sumber daya manusia yang ada di desa; 

2. Perubahan iklim yang tidak pasti sehingga berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi di desa; 

3. Lembaga Kemasyarakatan kurang berperan dalam mendorong nilai ­ 

nilai gotong royong; 

4. Pembangunan di desa belum berbasis produk unggulan desa; 

5. Kinerja Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa dan 

Permusyawaratan Desa belum maksimal. 

Peluang: 

1. Ruang pendanaan melalui Dana Desa untuk penyertaan Modal dan 

Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan. 

2. Adanya kerjasama dengan Lembaga - lembaga Donor/NGO baik lokal, 

Nasional dan Internasional; 

3. Adanya dukungan Lembaga Adat untuk mendorong percepatan 

pembangunan; 

4. Bantuan keuangan melalui BLT dan PKH; 

5. Perkembangan Teknologi informasi khususnya Akses internet sudah 

masuk ke desa. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan. 

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepas dari perubahan yang 

terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik 

lingkungan internal maupun eksternal. Demikina juga keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan 

manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk 

melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa 

berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan 

strategis adalah suatu kelazirnan untuk melakukan analisis terhadap 

kondisi lingkungan yang ada. 

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat 

fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi 

lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan 

program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi 

kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap 

perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. 

Dari evaluasi pelaksanaan tugas terdapat permasalahan dibawah ini. 

1 .  Rencana Program, Kegiatan tidak didukung dengan Anggaran yang 

memadai 

2 . Terbatasnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa dan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

3. Sarana / Prasarana Kantor dan Pendukung pelayanan di kantor 

kurang memadai. 

4. Sumber Daya Manusia khusus Staf di bidang masih kurang 

5. Pengelolaan BUMDes belum dilakukan secara Optimal karena Perda 

tentang Pengelolaan BUMDes belum disesuailan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021. 

6. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi 

untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian 

Desa. 

7. Bel um semua Desa memiliki Peta Digital. 

8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa belum maksimal. 

9. Perencanaan dan Penganggaran Desa belum tepat waktu 

1 1 .  Peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa belum maksimal. 

26 



Permasalahan yang disampaikan diatas dapat dilakukan intervensi yang 

tepat melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan 

prioritas yang mempunyai fokus dan lokus yang jelas sehingga 

kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

3.2 Isu Strategis 

Sesuai dengan Program Pemerintah melalui Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2029 Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional, untuk mendukung Program Pemerintah serta 

memperhatikan permasalahan utama yang ada di Desa antara Jain : 

1 .  Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa kurang memahami tugas dan 

fungsi dan belum berperan secara aktif. 

2. Masih rendahnya kwalitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa 

sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan 

keuangan Desa belum berjalan dengan baik 

3. Pengelolaan potensi unggulan Desa khususnya Pariwisata, kelautan, 

Pertanian dan Perkebunan belum maksimal. 

4. Tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital. 

5. Kualitas musyawarah desa yang masih rendah. 

6. Kewenangan Desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga 

berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan desa. 

7. Belum optimalnya pendayagunaan manusia dana lam dalam 

pemanfaatan Terknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan BUMDes yang 

profitable dan berkelanjutan. 

27 



BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan 

sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberayaan Masyarakat dan 

Desa, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 ­ 

2026 yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa dalam 

melaksanakan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di 

Kabupaaten Ende. 

4.1.TUJUAN 

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah 

adalah " Meningkatnya Kemandirian Desa " dengan lndikator 

Kinerjanya adalah Indeks Desa Membangun ( IDM ) target Nilai Indeks 

kondisi Akhir tahun 2026 adalah 0,6461. 

5.2. Sasaran 

Sasaran jangka menengah periode 2025 -2026 yang ingin dicapai yaitu : 

1 .  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa 

3. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas 

4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indicator kinerjanya 

secara lengkap disajikan pada table berikut : 
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Tabet 4 . 1 .  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

No Tujuan Sasaran lndikator Tujuan / Target Kinerja Tujuan 

Sasaran dan Sasaran pada 

Tahun ke 

2025 2026 

1 Meningkatnya Indeks Desa Membangun ( 0,6255 0,6461 
Kemandirian 

ID M )  
Desa 

Desa Mandiri - - 

Desa Maju 7 8 

Desa Berkembang 105 105 

Desa Tertinggal 143 142 

Desa Sangat Tertinggal 

Meningkatnya Nilai AKIP DPMD B B 

Akun tabilitas 

Kinerja 

Meningkatnya Tata Persentase 19,61 23,53 

Kelola Penyelenggaraan 

Pemerintahan Pemerintahan Desa yang 

Desa baik 

Meningkatnya Persentase Desa yang 18,32 15,94 

Desa yang Naik Naik Kelas 

Kelas 

Meningkatnya Persentase Lembaga 73,56 75,18 

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang 

Desa aktif 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun kedepan, sebagai upaya dalam 

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 - 2026, 

selengkapnya dilihat dalam tabel 5 .1  dibawah ini : 

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran Strategi Arab Kebijakan 

Meningkat Meningkatnya 
• Peningkatan kapasitas • Penguatan Kapasitas 

nya Tata kelola dan tata laksana Lembaga Ekonomi 
Kemandiri Pemerintahan penyelenggaraan masyarakat perdesaan 
an Desa Desa 

pemerintahan Desa melalui pemberdayaan 

masyarakat dan 

penguatan lembaga 

ekonomi perdesaan 

• Penyelenggaraan 

Penataan Desa 

• Penguatan Kapasitas 

aparatur pemerintahan 

Desa dalam 

penyelenggaraan 

pemerintah desa 

• Penguatan Kapasitas 

pengelolaan keuangan 

desa 

• Penguatan Kapasitas 

Pelaku perencanaan 

pembangunan dan 

evaluasi desa 

Meningkatnya 
• Peningkatan Kapasitas • Optimaslisasi Kader 

Kapasitas Lembaga Pemberdayaan desa 
Lembaga Kemasyarakatan, yang bergabung dalam 
Kemasyarakat 

Lembaga Adat dan Posyandu, PKK, KPM, 
an Desa 

Masyarakat Hukum • Memperkuat lembaga 

Adat sebagai penggerak kemasyarakatan desa 

pemberdayaan dalam menggerakkan 
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masyarakat swadaya dan 

partisipasi masyarakat 

( RT, RW, LPM, dan 

Karang Taruna ) 

Meningkatnya 
• Peningkatan Dokumen • Peningkatan Pelayanan 

Kinerja Perencanaan, Kesekretariatan 
Perencanaan, 

Penganggaran, 
Penganggaran, 

Pelaporan dan Evaluasi 
Pelaporan dan 

[Evaluasi 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan 

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mencapai Tujuan 

dan Sasaran diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan 

menjawabi Sasaran yang ditargetkan. Program dan Kegiatan yang menjadi 

tolok ukur keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ende pada Program Penataan Desa, Program Peningkatan 

Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat, maka secara keseluruhan program dan kegiatan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 
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Tabel VI. 1 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE 

TARGET Kerangl Pendana Tahur 
PROGRAM /KEGIATAN / SU8 KGIA TAN KINERJA IND#ATOR RUMUS $ATUAN DATA AWAL 

PERANGKAT 

DAERA 
2024 2025 2026 2025 2026 

umlah Des yang terealisasi penataan 
2.13.02 PR0GRAM PENATAAN DESA Pony«long9ran Program Porta Penate De Peret Pe.tan D desalumlah Dess yang diusutin untuk Peren 100% 100% 100% 0PMD 1.250.000.000 1.305.000.000 

dilakcukan penatan des.a dill 100% 

Porte Penyelenggaran Pen.tan 
Jumlh Des yang tereallsasi penatan 

2.13.02.2.01 Penyelengran Penataan Des Terlenggarnya Penatn Dea 
De 

desa/lumah Desa yang diusulion untuk Desa 
' 

5 5 DMD 1.250.000.000 1.305.000.000 
dilakukan penatan desa dikali 100% 

Jumlah Desa yang 
Jumlah Desa yang Melakukan 

21302201.01 Pembetuian, Penghpuan, Terllsanary Pembentu, Penghapus, Melakukan Pembentuka, 
Pembentukan, Penghapusan, 
Penggabungan, dan Perubahan Dea 

' 
5 5 0PMD 900.000.000 900.000.000 Perggabungan, d Perubahan Status Desa Penggabugan, dan Perubatan Status Desa Penghapusan, Penggabungan, 

dibagi Jumlah Desa yang diusulan 
dan Perubahan Status Desa 

dikali 100% 

Jumlah Deso 
Jumlah Des yang 

yang 
Terfasilitasi Penataan 213.022.01.03 F%litasi Penataan Kewenangan Desa Terlaksnaya Failitsi Penataan ewenanga Des.a Terfasilitas Penataan Des 

' 
5 5 DMD 150.000.000 150.000.000 

Kewenanganny 
Kewenangannya dibagi Jumlah 
Desa yang diusulkan dikali 100% 

Jumlah Desa yang 
Jumlah Desa yang Terfasihitasi 
Penamauan dan Kode Desa dibagi 2.13.02.201.04 Fas/lita Penman da Kode Des Terlalsaaya Fas/lits Penmaan danKode Deg Terfasilitasi Pena.maan dan 
Jumlah Desa yang diusu lkan dikali 

Dea 

' 
s 5 0PMD 100 .000.000 150.000.000 

Kode Desa 
100 % 

213022.01.06 Fasilitasi Saran dan Prsarana Dea refilitasinya Sara da Prsran Des.a Jumlah Sarana dan Prasarana 
Jumlah Sarana dan Prasarana Dess Unit 1 1 1 DMD 100.000.000 105.000.000 

Desa 

Penyolengg-ran Programn Peninglta Kerj Samad Persontae Peningatan Krj Sama 
Jumlah Desa yang didampingi dibagt 

2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERIASAMA DESA 
Pede.a Peds.an 

eluruh desa yang melakuk lerjars.amna Peren 100% 100% 100% 100% 100.000.000 103.000.000 
dikali 100% 

2.13.03.2.01 Fasilftasi Kerja sama antar Des felleanaya Flit.al Kerj samna tar De 
Persentse Peningkatan Kerja Sara umlah Desa Yang MelakulanKerjasama 

Des.a 2 3 4 5 150.000.000 155.000.000 Pedes.a Antar Des.a 

2.13.03.201DI Fits erp Saa Atr Des damn feel0saary F i t  Ker) Sama Anta Des damn Jumlah Doleumen Krja Sama Jumlah Doleumen Kerja Sara 

Antar Desa dalam Kabupaten / Antar Desa dalam Kabupaten Dolmen 2 3 4 5 DPMD 150.000.000 155.000.000 Kabupaten/K0ta Kabupaten/Kota 
Kota Kota 
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peelengar Programn Adrnlstral Pernerintah.an 
.Calqupan Pemerintah Des.a dan 

umnlah Desa yang tertib administrasi 
ada Perrusyarwat Des.a yang % 100 100 100 100 0PMD 150.000.000 155.000.000 

De6a 
tertib administrasl 

dibai jumlh desa seluruhrye dill 100% 

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

2Perentase BUMDes ya% 
Jmlah BUMDs yang sudah beriontribus 

le PADES di/bag Jurnlah 8UMDe± yang % 7,27 9,09 10,91 12,73 DMD 300.000.000 310. 000.000 
berkontribusi terhada PADES 

sudah pertaan Modal dilali 100% 

• Calkupan pemeritah Desa dr 
umlah Dea yang tertib administrs 

Bada Perusyawrat Des. yang % 100 100 100 100 DPMD 150.000.000 155.000.000 

tertib administrasl 
dibagi jmlh desa eluruhya dilali 100% 

2.13.04.2.01 Pembinan dn Pengrwsan Peryelengr Ternary Pemn.bin.n dn Peng war 

Administrl Penerintah Des Peyelengara Admnlnlstr penerintaha Des. 

2 Perertase BUMDs yang 
lumlah BUMDes yang sudah beriontribusi 
le PADES dibagl Juml2h BUMDes yang % 7,27 9,09 10,91 12.73 0PMD 300.000.000 310.000 000 

berkontribusi teradp PADES 
sdah Penyertaan Modal dill 100% 

2.13.04.2.01.01 Faslita Peryelengran Administrasi ferlalsaary Peryelengaraa Administrasl 
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Penyelenggar aan 

Penyelenggaraan Administrasi Administrasi Pererintahan Desa Dolmen 8160 160 160 160 DPMD 7.000.000 10.000.000 
Pemeritahan De$a emeritahan Dea 

Pemerintahan Deso dibagi jumlah desa dikadi 100% 

Terlalsaaya Failitsi Peryusuna Poduk Hulum 
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 

213.04.201.02 Fas/litasi Pemyusunan Produk Hulm Des.a Penyusunan Produk Hukum Penyusunan Produk Hukurm Dea Dolumen 1275 783 851 792 DPMD 9.000.000 10.000 000 
Desa 

Des dibagi Jumlah Desa dikali 100% 

Jumlah Dokumen Hal 
Jurlah Dokumen Hail 

213.04.201.03 Fasllital Peryusunan Perencr fer.lay Flit4I Per yusum Perencn 
Penyusunan Perencanaan 

penyusunan Perencanaan 
Dolmen 510 255 255 255 DPMD 8.000.000 10.000.000 

Pembagunan Dea embargunan Des 
Pembangunan Desa 

Pembangunan Dea dibagi Jurlah 
Des dilali 100 % 

Jumlah Dokumen Pengelolaan 
Jumlah Dokumen Pengelolaan 

2.1304.201.04 Falitasi Pengelolaan Keuargan Desa felisanary.a Fasllital Pengelola euanga Dea Keuangan Desa dibagi Jumlah Do.lumen 255 255 255 255 DMD 10.000.000 11600.000 
Keuangan Dess 

Desa dikahi 100 % 

Jumlah Aparatur 
Jum.lah Aparatur Pemerintah 

213.04.201.05 Pembinaan Penirgatan apastas Aparatur Terlisaya Pembinaan Peringitar ap8sit2s Pemerintah Desa yang 
Desa yang Mengikuti Pembinaan Orang 100 so 100 150 0PMD 7.000.000 10.000.000 

Pemerinth De$a Aparatur Pemerita Des.a Mengikuti Pembinaan 
Peningkatan Kapasitas 

Peningkatan Kapasitas 

2.13.04.201.06 Fasllitst Peryelegran Musywvat fertalsaaya FA/lits/ Peyelengran Musyrwat 
Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Penyelenggar aan Musyawarah Muyawarah Desa dibag Jumlah Lporan 255 255 255 255 DMD 7.000.000 10.400.000 
De$a Des.a 

Desa Desa dikali 100% 

Jumlah Dokumen Hasl 
Jumlah Dokumen Has~l 

2.13.04201.07Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Des.a 
ferlaisaaya £valuasi dan Pengawas.an Pecaturan 

Evaluasi dan Pengawasan 
Evaluasi dan Pengawasan 

Dolumen 765 774 861 792 DMD 10.000 000 9.000.000 
Desa 

Peraturan Desa 
Peraturan Desa dibag Jumlah 
Dea dikali 100 % 

34 



Jumlah Dokumen Hasil 
Jumlah Dokumen Hasil 

Pembinaan dan 
Pembinaan dan Pemberdayaan 

213.04.2.01.08 Pembina dan Pemberdayaan BUM Desa TerlAlcsaaya Pembina da Pemberdyaan 8UM 
Pemberdayaan BUM Dea 

BUM Desan dan Lembaga Kerja 
Dolumen 31 10 15 20 DPMD 200.000.000 200.000.000 datemnbagaerja sama antr Des Des dan Lembaga erja samna antr Des.a 

dan Lembaga Kerja Sama Sama antar Desa dibagi Jumlah 
BUMDes yang dibentuk dikali antar Des.a 
100% 

Jumlah Laporan Has 
Jumlah Laporan Hasil 

2.13.04.2.01.09Pevelenggaraan Pemilihan, Pengrgitan Terselenggaraannya Perilihan, Pengargkatan dan Penyelenggaraan Pemilihan, 
Penyelenggaraan Perilihan, 
Pengangkatan dan porar 8 167 10 0PMD 47.000.000 30.000.000 dan Pemberhentian Ke pal De$a Pemberhentian epala Des.a Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Desa dibagi 

Pemberhentian Kepala Desa 
Jumlah yang direncanakan X 100% 

Jumlah Laporan Pengangkatan 
Jumlah Laporan Pengangkatan 

213.04.2.01.10Fasilitasi Pergangkatan dan Pemberhentian Terlksanarya Fasilitasi Pergangkatan darn 
dan Pemberhentian Perangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa 

Laporan 5 5 5 0PMD 7.000.000 7.000.000 Perangkat Desa Penberhentlan Perangit Des.a 
Desa 

dibag Jumlah Desa yang 
direncnnakn X 100% 

213.04.2.0L.11fsilitasi Peryuuna Profl bes fer\ksanay Flits/ Peryusunan Prof4 pes.a Jumlah Dokumen Profil Desa 
Jumlah Dokumen rofil Desa yang 

Do.lumen 5 10 15 DPMD 8.000.000 10.000.000 terssn 

213.04.201.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Terlaksanany Fasitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil 
Dolmen 20 5 ID 15 0PMD 100.000.000 110.000.000 Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan Aset Dea 

213.04.2.01.14 Pembinaan Peningatan Kapasitas Ang8ota ferlaisana0ya Pembinaan Periglatan Kapasitas Jumlah Anggota BPD yang Jumlah Ang&ota BPD yang 
Mengikuti Pembinaan Mengikuti Pembina@an Peningkatan 0rang 100 30 40 50 DPMD 6.000.000 7.000.000 8PD Angkota 8PD 
Peningkatan Kapasitas Kapasitas 

Jumlah Desa yang Difasilitai Jumlah Dea yang Difasilita 
213.04.201.15faslliti Penetapan dn Penegs Batas ferllesaya ailital enetpan d Peegs.an 

dalam Penetapan Dan 
dalarm Penetapan Dan Penegaan 

Des.a 9 5 5 0PMD 6.000.000 8.000.000 Desa Bats Des 
Penegasan Batas Dea Batas Desa dibagi Jumlah Des 

yang diusulkan dikadi 100% 

terlksaaya Failitai Pembina Lporan Kepala Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil 
213.04.201.16 Fallitai Pembinaan Laporan Kepala Des Pembinaan Laporan Ke pala Pembinaan Lapora Kepala Dess Lap0ran 100 10 10 10 0PMD 6.000.000 8.000.000 

Des 
Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100% 

2.13.04.2.01.17Pelalsaaan Perugasan frllsanary Pelak.nan Pen0gas.an Jumlah Dokumen Perugasan Jumlah Dokumen Penugasan 

Ursa/Kewenagan Kabupaten/Kot yang Dilalsaaln Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kot yang Urusan / Kewenangan Urusan / Kewenangan 
Dokumnen 2 4 6 DPMD 7.000.000 9.000.000 

oleh Desa Dilaksanal oleh Des.a 
Kabupaten/Kota yang Kabupaten/Kota yang 
dilaksanakan oleh Des dilaksanakan oleh Desa 

Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dolumen Hail Evaluasi 
21304201.18Fasiitasi Evaluasi Perkemnbangan Dess Teriaksananya Fas#litasi Evaluasi Perkembangan Evaluasi Perkembangan Dea Perkembangan Des serta Lomba 

Dokumen 2 2 2 DPMD S.000.000 S.000.000 serta Lomba Desa dan Keturahan Desa serta Lomba Desa dan Keluraban serta Lomba Desa dan Desa dan Kelurahan dibagi Jumlah 
Kelurahan Dea dikali 100 % 
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Jumlah Lembaga Kemasyaralatan dan 
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMSAGA 

Cakupan Lmbage Kmayaraltn da Lambaga Ad.et 
Calupan Lambaga Kray.rlt dan Lembaga Adat yang Tertibat di Dalam 

KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT 
yang Terllbat di balm Pemberdyan Myrl.t 

Lmbaga Adat yang Teribat di Dal Pemberdyaan Masyralat dibagi Total Peten 67,46 68,81 70,16 71,51 0PMD 500.000.000 520.000.000 
HUKUM ADAT Pembrdyan Myrl.at Lemnbag Kemnasyaralatan da Lembaga 

Adat dial+ 100% 

Terlasanary emberdya Len.baa 

2.134.05.201 Pemberdyaan Lembag emasyar alt.an Kernasyralta yang Berger.al di Bldg Jumlah LembagaKernasyaralatn dan 
yang Berger.al di Bldg Pemnberday Des da Lem.bag Pemberdyan Des den Lmnb.a Adt fek.at Capan Lmbage Kmryaraltn da Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam 
Adt Tie.glt D%rah kKabpaten/Kot srta Pemberdya. Danh Kbupten/Kotas.rt Penberdya Lmbaga Ad«t yang Trlibat di Dalam Pemberdy«an Masyar alat dibagi Total Persen 67,46 68,81 70,16 71,51 DPMD $00.000.000 520.000.000 
Msyaralat Hulm Adt ng Msyrlt Pellerry. Myarlt ukun Adat yang Masyrt Pelley Pembrdynyank.at Lembaga Kemasyariartan dan uemnbaga 
Hulm Alt yang Sa. dlmn D%rah Kbupate/Kot Mulmn Abt yang Sana dalmn Daer.ah Adat dill 100% 

Kabupaten/Kot 

21305201.01 ldntfkast dan inventarisasi Tetaksananya identifkasi dan inventarisasi 
um/ah Dolkumen Hasil identifiasi 

umlah Dolumen Hasit identifkas da dan lrventarisasi Mayr al.at lulu Dokunen 3 7 12 0PMD 30.000.000 40.000.000 Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat 
Adat 

ventarlsasi Masyaralat Hukum Adat 

Jumlah Dolumen Hall Pena2tan, Jumlah Dolmen Has/l Penataan, 

21305201.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Telaksaanya Fasilitasi Penataan Pemberdayaan 
pernberdya dan Pendayaguaan Pemberdayan dan Pendayagunaan 
Kelemnbagan Lembag Kelembagan tembaga Kemasyarakatan 

dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 
Kemasyaratan Desa/Keluraha (RT, Desa/Kelunahan (RT, AW, PKK, Posyandu, Keasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW_pKK Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT_RW, PKK Dokumen 10 14 18 22 0PMD 190.000.000 200.000.000 

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 
Rw, PKK, Posyandu, tPM, dan arang LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat 

DesaKelurahan dan Masyarakat Hulum Aat Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hulum Adat Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyaralt Hulu 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat dibagi Jumlah Lembaga 
Hukum Adat Kemnasyaralkatan dikali 100% 

Jumlah Lembagermasyarakata 
umnlah Lem.bag Kemasyaralt Desa/Keluaha (RT, RW, PKK, Posyandu, 

2.1305.201.03 Peningkatan apasits elembagan Meningatya apastas elembag«an Lembaga Dea/Kelurat (RT, RW, PKK, LPM, dan rang Taruna), Lembaga Adat 
Lembaga emasyaraatan Dea/Kelurha (RT, RW, PKK, Kemasyaraltn Desa/Kelraban (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Des/Kelurhan da Masyaralt Huleum 

lembag.a 100 120 130 145 0PMD 40.000.000 40.000.000 Posyandu, tPM, dan Karang Tara), Lebaga Adat Posyandu, LPM, dan Karang Tarun), Lembaga Adat Lembaga Adat Desa/elurahan dan Ad at 
Desa/Kelurahan d Masyaralat Hukum Adat Desa/Kelurahan da Masyaralat Hulumn Adt Masyralat Hukumn Adat yang Ditingitian Kapasitasrya dibag 

yang Ditingiatian Kapasitasya Jumlah Lembaga Kemasyaraltn dikai 

100% 

um/ah Saraa dan Prasara0a Juran Sarna dan Prasaa 
21305201.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Terlaksananya Fasilrtasi Penyediaan Sarana dan Kelemnbagaan Lembag Kelembagan Lembaga Kemasyrakatan 
rasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Prasarana Kelembagaan Lemnbaga Kemnasyaraitan Dea/Kelurh (RT, Desa/Kelurban (RT, RW, PKK, Posy0du, 
Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 8w, PKK, Posyandu, LPM, da anang LPM, dan Karag Taruna), Lembaga Adat Unit l l l DPMD 40.000.000 30.000.000 
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Tarna), Lembaga Adat Des.a/Kelurhan dan Masyaraiat Hulumn 
Masyarakat HukKum Adat Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat DesaKelunahan dan Masyar8kt Adat dibag/ /um/at Lembaga 

ulum Adat Kemasyat atan di +2l/ 100% 

213.05.2.01.06 Fallitasl Pemerintah Desa dalam Tertalsanarya Fasilitas/ Pemerinth Des.a dalamn 
Jumlah Lapora Masi! Fas/litasi Jumlah Lp0ran Hall Fas/lits/ Pemerintah 

Pernanfaatan Teknologi Tepat Gun Permanfaatan Teiologi Tepat Guna 
Pemerintah Desa dalam emanfaatan Dess dalam Pemafatan Teleologi Tepat Laporan l 2 3 DPMD 30.000.000 30.000.000 
Teknologi Tepat Gun Guna dibagi Jumlah Des X 100% 
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213.05201.07 Faslitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Tertaksananya Fasilrtasi Bulan Bhakti Gotong 
umlah Lap0ran Hasil Fasilitasi 

umlah Laporan Has.l Fasifitasi Bulan 
Masyarakat Royong Masyarakat 

Bulan Bhati Gotong oyong 
Bhaiti Gotog Royong Masyaralt 

Laporn 
• 10 12 14 DPMD 20 000 000 30.000.000 

Masyarakat 

Jumtah Dolmen Hail Fasilitsi Tim umlah Dolumen Hasl Fasllltas/ Tim 

213.05201.09 Fasilrtasi Tim Penggerakx PKK dalam Tertaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK 
Perggerake KK dala Perggerak PK dalam Penyeiengaraan 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Msyarakat dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 
eryelegraan Ger2kn Gerala Pemberdyaa Mayralat dan 

Dolmen 100 50 100 150 0PMD 150.000.000 150.000.000 
dan Kesejahteraan Keluarga Mas yarakat dan Kesejahteraan Kelua0ga 

Pernberday«an Msyarak.at da Kesejahteraan 
Kesejyahteran Ketuarga dibagi Total lumlah PKK ill 100 

eluanga % 

2.01.01 PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN fervelengararya Administrasi Perltoran Perargat 
Peryeleggaraan Administrsi umlah Capan Indiliator masing-masing 

DAERAM KABUPA TEN/KOTA Daerah secara efeketif dan eflsien selamna tahun 
Perlatoran Peranglat Daer2h scar8 Kegiatan dibagi dengan Judah Total Sub eren 100 100 100 DMD 2.904.248.323 2.950.131.545 

efektif d efisien selama I tahun Kegiatan dill 100% 

2.01.01.201 Perencanaan, Perganggaran, dan Evalsl meningiatrya indeles Perencanaan, enganggaran dan ndels Perencanaan, Penganggaran 
lumah Caplan Indilator masing-mnasing 

Kinerj Perarglt Daerah Evaluasi inerja Perangiat Daerah dan fvalus Kinerja Perangiat Daerah 
Sub Kegitan dibag dengan Jumtah Total Perven 100 100 100 DPMD 115.000.000 115.000.000 
Sub Kegit dill! 100% 

701.01.2010lPeyusunan Dokumen Penencanan 
Tersusunrya Dolumen Perencaan eagit Daerah 

umlah Dolmen Perencnaa lumah Dolmen Perencanaa yang 
Doi~men 3 2 2 0PMD 10.000.000 10.000.000 

Perangat Daerat Penangiat Daerah tersedia 

701.01.201.02Ko6rdisl dan Pemyusunan Doiumen KA­ Teredlrya Dolmen KA-$KD dan Lapora Hasil 
um#ah Dolumen KA $KD dan 

$KP0 Kordirsi Peryusunan Dolmen RKA-$PD 
Lapora hail Koordi pryuurn umlh Dolmen RKA yag tersedia Dolmen 1 2 2 0PMD 10.000.000 10.000.000 

dolmen RA $KPD 

Terediya Dokumen Perubaha RA-$KPD da 
umlah Dolmen Perbaban A 

701.01.2.01.030ordinasi dan Peryusnan Dolumen 
Lapora Hail K0ordinasi Peryusunan Dolmen 

5KPD dan Lporan hasill Koordinasi Jumlah Dolumen Perubaha RKA yang 
Dolumen 1 2 2 DPMD 10.000.000 10.000.000 

Perubahan RA-SKPD 
Perubahan RKA-SKPD 

peryusunan dokumen Perubahgn RKA tersedia 

$KPD 

Tersedirya Dolmen DPA -SKPD da Laporan Nasif um/ah Dolumen DPA SKPD da 

701.01.2.01.04 Kordinast dan Penyusunan DPA $KPD Koordiasi Penusunan Dolumen Perubaha DA­ Lporan hasi Koordinasl peryusunan Jumlah Dolmen DA yang tersedia Dolumen 1 2 2 DPMD 10.000.000 10.000.000 

5KP0 dolumen DPA SKPD 

Tersedinya Dolumen Perubaan DPA $KPD dan 
Jumlah Dolmen Perubaha D9A 

701.01.201.05Kordinasi dan Peryusnan Perubahan DPA­ $KPD dan Lapora hasil Koordinasi um/ah Dolumen Perubaha DPA yang 

$KP0 
Laporan Hasil Koordinasi Peryusunan Dokumer 

peryusuan dolmen Perubaa DA tersedia 
Dolmen 1 2 2 DPMD 10.000.000 10.000.000 

Perubahan DPA-5KPD 
$KPD 

Tersediya Lporan Cpain Kinerja da #iehtis.r 
umlah Lporan Cplan Kinerja dan 

Jumiah Lapora Caplan dan ihtis 

701.01.2.01.06K0ordinasi dan Peryusnan Lapora Rea/sasi Kinerja $PD dan Lporan Has! oordinasi 
ihtisar Reaisas! Kinerj SKPD dan 

Reali$as Kinerja da Lapora Hsil 
Laporan Mil ordinasi Peryutunan lp0ran 7 7 7 0PMD 15.000.000 15.000.000 

Caplan Kinerja dan ihtisar Realisasi Kierja SKPD Perusunan Lporan Capal Kinerja dan kctisar 
Lupo Cpl nj d let/sat 

Koordinator Peryusuan Laporan Capalan 

Realisasi Kinerj% $6Pp 
Realisasi Kinerja SD 

Kinerja dan litisar Kinerja yang tersedia 

7.01.01.2.01.07 £valuas Kinerja Peraglt Daerah Terlaisaa0ya £vluas Kinerja Perangiat Daerah 
umlah Lporan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evalusi Kinerja yang 

Laporan 1 1 1 OPMO 50.000.000 $0.000.000 
Penangkt daerah tersedia 
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Terlalsanary Aenrlstrasl Kean Per.ngkt indeles Pelaanan Administrasl 
Jumlah Capalan ndilator masing-masing 

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Peranglat Darah Sub egiatan dlbagi dergan urlah Total 0DPMD 2087.248.323 2143531545 
Derah euagan Perangiat Daerah 

Sub Kegitan dilall 100% 

701.01.202.01 Pervedian Gal da Tunjangan ASN Tersedinya Gali dan Turjangan ASN 
Jumlah Orang yang menerima Gaj umlah Orang yang menerima Gaji dan Ong 32 0rg/14 32orang/ 32 0nag/ 

0PMD 2.051.248.323 2110531.545 
d Tulargan ASN Tuniangan ASN Bulan Bula 14 Bulan 14 Bulan 

7.01.01.202.03Pelaksaraan Penatausaban dan ferlaksanaya Penatuahaan da Penguja/Verifies Jumlah Dolumen Penatausaha dan Jumlah Dolumen Penatausah&an dan 
Dokumen 11 11 11 0PMD 20.000.000 1$.000.000 

Pengujl/verifiasi Keuarga $PD Keugan $6PD Pengujian / Verifisi eugan 5KPD Pengufian / Verifisi Keurga 

70101.2.0204 K0ordinasl dan Petalsanaan Akuntansi $KPD 
Terlaksanary8 Kordinasi d Pelle$aan Anti Jumlah Dolmen Koordins da Jumlah Dolmen Koordinasi dan 

Dokumen 5 2 5 0PMD 1.000 000 3.000.000 
5KPD Pella Altai $KP Pellesaan Aluntansl 

feredlya Lapora Keuangan Akhir faun 5pp dan 
lumlah Lapora Kurgan Aihlr 

Jumlah Lp6ran Keungain Air Tahu 
701.01.202.05 kordinasl dan Penyusunan Lapora 

Lapora Hail Koordinasi Perusunan Lapora 
Tahun $PD dan Lporan Hasil 

Penanglit Daerah (Lporan Keuanga Laporar 1 1 1 0PMD 5.000.000 5.000.000 
euangan Akhir Tahun $Pp 

Keugan Aichir faun $PD 
Ko@rdinsi Perusunan Lporan 

Tahun n) 
Keuagan khir tahun SKPD 

Jumiah Lp0ran Keuanga 

701.01.2.02.07 K0ordinasl dan Peryuunan Lapora 
Tersedirya Keuagan Bulanan/triwula / Semestera Bulanan/triwulan / Semesters $Pp 

um/ah Laporan euargan Bulanan, 
$Pp dan Lap0a Koordias/ eryusuna Lapora da Lapora Koordinasi Peyusun.a poran 26 16 16 0PMD S.000 000 5.000.000 

Keuangan Bulan/Triwulnar/Semestera $PD 
Keuagan bulanan / triwula/ semesteran $9D Laporan Keuagan bulanan / triwulan 

fwula d Semester 

/semestern $PD 

701.01.2.02.08 Pemyunan Pelaporn dn Amall4ls Tersedlnya Dolumen Pelpor d Alis.ls Jumlh Dolmen Pel.porn d umlah Dolmen Pelporan dan Anallisis 
Dolmen 1 1 1 DPMD S.000 000 S.000.000 

Prognosis Realiss Angara Prognosis Relissl Agar Analisis Prognosis Realisai Argran Prognosis Realisasi Ang&aran 

7.01.01.2.03 Administrasl Brang Milk Daerah pad ferlalsay.a Administrasi Brang Milk Darrah pad 
lndels Pelaksanaan Administrasl umlah Cpala Indiitor masing-masing 

Brang Milli Darah pada Peranglat Sub Kegitan dibagi dengan Jumtah Total Peret 100 100 100 0PMD 25.000.000 23.600.000 
Peranglt Daerah feraglt Dara.h 

Daerah Sub Kegitn dill 100% 

701.01.203.01 Peryusunan Perencraan ebutuar Tersedinya Rencna Kebutuhan Barang Milik Daera Jumlah Rencna Kebutuhan Bang Jumlah Rencana Kebutuhan Bang Milik 
Dolumen 1 1 1 0PMD $.000.000 5.000.000 

Barang Mk Daer2h $KPD $KPD MI Daerah 5SKPD Daerah 

701.01.203.02 Pengamanan Barang MI Daerah $KPD Terlaksananya Pengmaa Barang Milli Dae7an $PD 
Jumlh Dolumen Pegamnanan Barang 

fersediary Perjag Malamn Dokumen 1 1 1 0PMD $.000.000 5.000.000 
Milk Dae ah $KPD 

701.01.203.03 Ko0rdinsi an Penilia Brang Mk 
feredinya Lporan Has// Penilalan Brang Milik umlah Lporan M l  Perilaian arang Jumlah Laporan Heil Pellain Barang 

Daerah dan Has/l oordinasi Penilalan Barang Mi)i Miik Dae rah dan Hasil Koordimas Milk Daeat dan Hasil oordinasi Perihaian Laporan 1 1 1 0PMD $.000.000 5.000.000 
Daerah $KPp 

Daer $¥PD Perilla Barang Milli Daerah $PD Brang Milk Darah 

7.01.01.203.05 Reconsillal dan Peryusunan Lporan Terlisaaya Relongifisi da Penyusuan Lporan 
mlh Lpo Aelorsill d ml Lp0 el0nlll./ d 

Peryusunan Laporan Barang Iii Peryusunan Lap0ran Brang Miii Daerah Lap0ran 2 2 2 DMD $.000.000 S.000.000 
Brang Milk Derah pad 5KPD Bararg Milk Derah $KPp 

Daera $KPD 5KP0 

701.01.203.06 Penatusahn Barg MI Danh pad fellsaaya Penatausaha Barg milk DAewah lumla Lporn Peataus.aha Jumlah Lapora Pemtusaban Brag 
lporan 12 12 12 DPMD $.000.000 3.600.000 

$KPD pad4 $6PD Barg Mk Daerah pads $KPD Milli Dara 
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fell.anaya Administrsi epegawl Pengkt indekes Pelayanan Administrasl 
lumlah Caplan Idilator masing mnasing 

7.01.01.2.05 Administrasl Kepegawan Pernglt Daer ah Sub Keitan dibag dengan Jumah Total Peret 100 100 100 DPMD 30.000.000 25.000.000 Daerah Kepegawala Peranglat Daerah 
Sub Kegitan dill+ 100% 

70101.205.01 Peningkatan Sara dan Prasarana Disip#in Tersedirya unit peningktan saran dan prasarana lumlah Unit peningltan sarad da 
Tersediary mesin absensi Unit I 0PMD 5.000.000 Pegawa Disip#in Pegawl prasaran Disiplin Peg.awal 

701.01.205.03 Pendataan dan Pengolahan Administrsi Terlisaa0ya Pendtaan dan Pengolaha Jumtah Dolumen Pendataan dan Jumah Dolumen Pendataan da 
Dokumen I I I DPMD 5.000.000 $.000.000 Kepegawla AdministrasiKepegawig Pergolahan Administrasi #epegawal Pegelolan Administrasi Kepegawaian 

701.01.205.05 Monitoring. Evaluasi, dun Penilalan Kiner)a Terlaksananya Monitoring, Evaluasl, dan Pell2la Jumlah Dolmen Monitoring umlah Dolmen Monitoring. Evalusi 
Dolmen I I I 0PMD 5.000.000 5.000.000 Pagawal Kiner]a Pegawal Evaluasi dan Pen/lain Kinerja Pegawal dn Penilln Kinerja Pegawal 

701.01205.09 Pendidikn dan Pelatihan Pegwal Teralsaya Pendidikn dan Pelatian Pegawal 
Jumlh Pegwal berdsari togas lumlah Pegawl berdasarian Tugas dan 

dan fungsi yang engikutl Pendidikn Fungi yang mengiut Pendidian dan Orang 2 2 2 0PMD 10.000.000 5.000.000 Berdasala Tugas dan Fungil Berdasarkan Tugas dan Fungi 
dan Pelt/ha Pelatihan 

ferlaksaarya Soslalisg Pratura Perundarg­ 
lumlah orang yang engikutl 

mlah orang yang megikuti Sosialisasl 7.01.01.2.05.10 Solallsasi Peraturan Perundang-Undangar $0sills/ Perturgn Perundang­ 0rng 2 2 2 DPMD 5.000.000 5.000.000 Undagan 
Undang" 

Peratura Perundarg-Undangan 

701.01.205.11 8imbingan Teiis implements Peraturan feraliesnaya Bimbinga Teienis Implements 
um/ah orang vag mengikuti Jumnlah orang yang mergikuti Bimbingan 

Bimbingn Tells implementasi Teknis implement2si Peratuna Orng I I I 0PMD 5.000.000 5.000.000 Perundarg-Undangan Peraturan Perurdang-Undangan 
Peraturn Perundagar Perundang 

ndels Pelayanan Aministrssi Umnum 
lumlah Cpalan Indikator masing mnasing 

7.01.01.2.06 Administrasl Umum Perangkt Daerah fells.any Administrasl Urnum perarglet Dara.h Sub Kegitan dibag/ dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 0PMD 121.000.000 141.000.000 
Perangkat Daerah 

Sub Kegiat dii 100% 

701.01.2.06.01 Peyediaa Komponen Instalasi ferediya Komnponen Instalasi Listriix'Penerangan 
Jumnlah Paet Komponen instalsi Jumnlgh Pet Komponen tnstali L/strike 
Lstrik/Peneragan Bagunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 8 8 0MD 10.000.000 10.000.000 Listrik/Penerargan Bagunan Kantor Bangunan Kantor 
yang disedialan disediala 

7.01.01.206.02 Peyedian Peralta d Perlengiapan 
Tersediya Peratan dan Perlengkpa Kanta 

Jumlah PAket Peraltan dan lumiah Paket Peralatan dn Perlengkapa 
Pait 10 5 5 DPMD 10.000.000 20.000.000 Kantor pertergkpa Kantor yang disediakan Kantor yang disedial 

701.01.206.03 Pnyvediaa Peralatan Rumah Targa Tersedinya Peraltan Rumah Tagg 
Jumlah Pailet Peral2tan Ru mah Jumlah Paet Peralta Rumah Targa 

Paet 5 3 3 0PMD 10.000.000 20.000.000 Targa yag disedila yg disediian 

701.01.206.04 Penyediaan Bahn Logistik Kantor terediarya Bahn Logistik Kantor 
Jumnlah Palet Bahar Logistik Kantor Jumhah Plet Baha Logistlk Kantor yang 

Pket 20 20 20 0PMD 20.000.000 20.000.000 yang disediala disedial 

7.01.01.206.05 Peryedin Bang Cetlan dan 
Terediya Bag Cetin da Perganda 

Jumlh Pet Barg Cetal da mlah Paet Bang Cetalan dan 
Paet 10 ID ID 0PMD 20.000.000 20.000.000 Peng&andaan Perggadaan yang disediaka erggaden yang disedialan 

7.01.01.2.06.06 Peryediaan Bahan Bacaan da Peraturan Tersednya Baa Baca Penaturan Perundang­ 
lumlt Doler Bah Baca den mah Dolmen Bat Bc d 

Peratunan Perundarg undamagan Peraturan Perundang+undaagan yang Dolumen 12 12 12 DPMD 5.000.000 $.000.000 perundang-undangan undangan yag disediala disedian 
701.01.206.07Peyedian Bahar/Material Terediarya Bahan / Material (umlah Paket Bahan / Material y.an1 mlah Paet Bahan /Material yag Paet 4 2 2 DMD 5.000.000 5.000.000 dlsediakn disedial 
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7.01.01.2.06.08 Fasiitasi unjngan Ta+nu Terlalsanaya Failits/ Kunjunga Trnu 
umlah Laporan Faslitasi unjugan 

lumlah Lporan Fasilitas/ unjurgan Tammu Lapora 2 2 2 DPMD 5.000.000 5.000.000 
amu 

701.01.206.09 Pevelegraan Rapat Koordinasi dan Terksaaya Pemyelerggaran Rabat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelengat Jmlah Laporan Pryelenggaraan Rap.at 
Lporan 3 3 3 DPMD 30.000.000 30.000.000 Konsuitas/ $KP Konsultsi $KD Rapat Koordinasi dan Konsultsi 5PD Koordinasi dan Korsultas/ $KPD 

7.01.01.206.10 Pematausaha Arip Dinamis pad $KPD 
ferlakes.nary% Pentusahaa Arsip Dimnis pad.a um#ah Dolumen Penatausaa. Jumlah Dokumne Penatausaha Arsip 

Dokumen I I 1 0PMOD 3.000.000 3.000.000 $KPD Arip Dinamis 5PD Diramis 

701.01.2.06.11 Dulugan Pelaksaan $item Terlaksanaya Dlug Pelakxsaan S/stern 
umah Dolumen Dulungan 

lumlah D/lumen Dukurgan Pellsana. 
Pelaksaa Sistim Pemeritahan Dolurnen I I I 0PMD 3.000.000 3.000.000 Pemerirthan Berbasis Elektroll pad KPD Perneritaha Berbsis Elektronii pad SD 
Berbasis Elektronik pada $PD 

Sitim Pemeritahan Berbasis Elektronil 

7.01.01.2.07Pengad«an Brang Milk Derah Penunjang Tersedly Brang Milk D%rah Peunjang Urusn ndels engadaan Brag Milik 
Jmlah Caplan Indiitor masing-masing 

Urn emerintah Darah Pemnerintah Derah Daerah pad erangiat Daerah 
Sub Kegitan dibagi dengan umlah Total Pers.en 100 100 100 0PMD 420.000.000 410.000.000 

Sub Kegitan dilall 100% 

701.01.207.01 Pergadaa Kendaraan Perorangan Dias fersediya Kendaran Peroranga Dimas ata 
Jumlah Unit Kendara Perorgan 

Jumlah Unit Kendra Perorgan Dias 
Dias atau Kendaran Jabatar yang Unit I 0PMD 180.000.000 20.000.000 atau endaraa D/as /abata Kendran Dins labatan 
disediian 

atau endaan abat yang disedialn 

7.01.01.207.02Pergadaan Kendaraan Dimas Operasional Tersedirya Kendaraan Dis Operasional atau 
Jumlah Unit Kendra Dir 

umlah Unit Kendra Dias Operasional 
Operasional atau Lpangan yang Unit 2 I DPMOD 50.000.000 200.000.000 atau Lapagan Lapagan 
disedial 

tau Lapagan yang disediaix 

7.01.01.2.07.05 Pergadan Mebel ferediya Mebel umlh Pelt Mebe! yang disdain Jmlah Pelt Mebel yang dis«din Unit 

' ' 
DPMD $0.000.000 $0.000.000 

701.01.207.06 Pergadaan Peraltan d Mesi Linn feredlrya eraltan dn Mesin Lin/ya 
Jumah Unit Peralta da Mein Jumlah Unit Peralta da Mesi Linrya 

Unit 3 3 DPMD 50.000.000 50.000.000 
Linrya yag disedan g disedian 

701.01.207.09 Pergadaa Gedung Kantor tau Bargunan 
fersediya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor tau mlah Unit Gedung Kantor atu 
Unit I I DMD $0.000.000 50.000.000 Linnya Bargunan Linrya yang disediakan Bangunan Lainrya yang disediaian 

7.01.01.207.10 Pgadaan Sarama dan Prasarna Gedung Tersediya Sarana da Prarana Gedung Kantor atau 
Jumlah unit Sarna Prasaraa Gedung Jumnlah unit Saran Prasarans Gedung 

Kantor atau Bagunan Lainry yang Kator tau Bagunan Lainrya yang Unit 1 I 0PMD 25.000.000 25.000.000 Kantor tau Bagunan Lainrya Bagunan Lainnya 
dlsediakn disediakan 

701.01.20711 Pengadan Sarna dan Prsarana Tersedinya Sara da Prasaraa Pendulung Gedung 
mlah Unit Saran Prasaraa Jumlah Unit Sara Prasara enduing 

Pendulurg Gedung Kantor tau Gedung Kantor at Bangunan Lainny Unit 1 I 0PMD 15.000.000 15.000.000 Pendulurg Gedung Kantor atau Bangunan Lainrya Kantor tau Bangunan Lainrya 
Bargunan tinny yang disedialn yang disediakan 

7.01.01.2.08 Pevedlan ha Penurjng Uran tersedlrya las Penunjamg Urusn Pemerintah ldekes Peryediaan las.a Peunyang 
umlah Capaian Indiliator masing-masing 

Sub Keg/tan dlbagi dengan Jumlah Total Penn 100 100 100 DMD 56.000.000 56.000.000 Pemerintha Dh Daer.ah Urusan Pemerintaha Darah 
Sub eat dill 100% 

7.01.01.208.01 Peyediaan sa Surat Meyurt erlalcaaya Peryedian Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Peyediaan as Surat Jumlah Lapora Peryedla Jasa Surat 

Laporan 12 12 12 DMD 3.000.000 l.000.000 
Menyurat Meryurat 
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701.01.2.08.02 Penyediaan hta Komunilasi, Sumber Daya Teredianya las.a omunikasi, Sumber Daya Air dan 
Jumlah Lporan Peryediaan Jasa lumlah Lapora Peryediaan las.a 

Air dan Listri Listrii 
Komunlsi, Sumber Daya Air dan Komunilasi, Surber Daya Air dan Listrii laporan 5/12 5/12 5/12 0PMD 30.000.000 30 000000 

Listrik yang disedilr yang disedikar 

701.01.208.03 Penyediaan Js Peralatan darn 
lumlah Lpr Penyedian )as.a 

umlah Lporn Peryediaan las Peralata 
eredlanya ls Peraltan dan Perlengpan Kantor Peraltan dan Perlengiapan Kantor Lporan 1 1 1 0PMD 3 000.000 3.000.000 

Pertengkapan Kantor 
yang disedilan 

da Pertengkapa Kantor yang disediaiar 

Jumlah Lporan Peryedi Jaa 
umla Lap0ran Peryedlaan as.a 

701.01.208.04 Peryedian Jasa Pelryanan rum Kantor Tersediya las Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang porn 2 2 2 DPMD 20.000.000 20 000 000 

disedial 
Pelayanan Umum Kantor yang diedial 

7.01.01.2.09Pemellharan Brang Milk Derh Penunjag ferlaks.marry% Penellhan Brang Nik pa«rah Indeles Pemeliharan Brang Milimn 
umlah Capalan Indiltor masing-masing 

Sub egtan dibag! dengan Jumlah Total eren 100 100 100 DMD 50.000.000 36.000000 
Urusan Pemerintahan Dae rah emunjrg Urusan Pemerintaha Daerah Daerah pada Perargkat Daerah 

Sub Keiatan d1all 100% 

7.01.01209.01 Peryedian hsa Pereliharan, Biya Tersedirya las Pemetihraa, Blay Perellhraan Jumlah lendaraan perorangan Dins Jumnlah lendaraan perorangan Dinas atu 

Pemellhran dan Pajak Kenda Perorangan Dins atu da Pajak Kendan Peronga Dimas atau Kerdaraan atuendraan Dias Jabatar yang Kenda Dimas Jabatan yag dipeihara Unit 1 1 1 DPMD 25.000.000 10.000.000 

Kendra Dins Aabatan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarian pajakrya dan dibayarkan pajakrya 

7.01.01.2.09.02 Pervedian Jsa Pemeliharaan, Bly Tersedimya las Perneliharan, Bi2y% Pemeliharaan, Jumlah Kendaraa Dimas Operalona Jumnlah Kendaraan Dimas Operasional atu 

Peretihaan, Pajak, dan Perizinan Kenda2an Dims Pajak, dn Pernan Kendra Dins Operasion.al tau ata Lapagan yang Dipelihara dar pagan yang Dipelihara dan dibayarin unit 3 3 3 DPMD 4.000.000 $.000.000 

Operasional atu La2pagan Lapagan dlbavarin Pajak da Perina Pajak d Pezina 

701.01.2.09.06 Pemellhaan Peraltan dan Mesin lainny 
Terlisaaya Pemetlhra Peralta da Mesi Jumlah Peralatan dan Mesin ainrya umnigh Perltan dn Mesin lainnya yang 

unit l 2 2 DMD 3.000.000 3.000.000 
Lainya yang dipeti/hara dipeihara 

7.01.01.2.09.09 Pemeliharr/Rehabilitsi Gedung Kantor Terlisaaya Pernellharan/Rehabilitasi Gedug mlah Gedung Kantor dan Bagunan Jmlah Gdung ator dan Bargunan 
Unit 1 1 

' 
DPMD 10. 000.000 10.000.000 

dan Bangura Lainrya Kantor da Bagunan Lainrya Linrya yang Dipelihaa /Drehbllita Linnya yang Dipelihara /Direhabilitsi 

7.01.01.2.09.10 Pemeliharan/Rehabilitasi Sarna dar Terlaksananya Perneliharan/Rehabilitasi Saran da 
Jumlah Sarna dan Pr%saran Gedung Jumlah Saran dan Prasarana Gedung 

Kantor atu Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bargunan Lainrya yang Unit 1 1 1 0PMD $.000.000 $.000.000 
Prasaran Gedung Kantor tau Ba0gunan Lain0ya Prasaraa Gedung Kantor atau Bangunan Lainrya 

Dipelihara/ Dlrehabilitasi Dipelihara/ Direhabilitasl 

7.01.01.209.11 Pemeiharan/Rehabilitasi Sarana dan feralsnamys peeneihran/Rehabilitasi Saran da 
Jumlh $ a d  Pr%saran 

Jumlah Sarna dan Prsaa Pendukung 
Pendukung Gedung Kantor tau 

Prasaraa Pendulurg Gedung Kantor tau Bangan Prsarana Pendulung Gedurg Kantor atau Bargua 
Bagunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Gedung Kantor tau Bangunan Lainy Unit 1 1 1 0PMD 3.000.000 3.000.000 

Lainnya Lainrya 
Direhabl!it 

yang Dipelihara/ Drehabilitsl 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator 

kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dalam dua tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan 

review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya 

dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran 

dalam Rencana Pembangunan Daerah. 

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2025 - 2026 disajikan dalam tabel 7 . 1  

Tabel 7 . 1  Indikator Kinerja DPMD Ka bu paten Ende 
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

No Indikator Kondisi Kinerja Target Capaian Kondisi 
padaAwal Setiao Tahun Kinerja 

periode RPJMD 2025 2026 Pada 
tahun 2022 Akhir 

Periode 
2026 

1 Indeks Desa Membangun 0,5917 0,6255 0,6461 0,6461 
(IDM 
- Desa Mandiri 
- Desa Maiu 5 7 8 8 

- Desa Berkembang 105 105 105 105 
- Desa Tertinggal 143 143 142 142 
- Desa Sangat Tertinggal 2 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Pada BAB VIII ini sebagai BAB penutup dapat dikatakan bahwa 

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Mayasrakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026 setelah dipresentasikan, 

diasistensi dan ditetapkan, akan berfungsi sebagai pedoman dan penentu 
arah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada DPMD kabupaten Ende 

bersama para Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Lurah, dan masyarakat desa 

yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 

2025 - 2026. 

Untuk mencapai Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi dan 

komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara pada DPMD, seluruh OPD pada 

level Kabupaten Ende, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa serta 

Lembaga Donor/NGO dengan dukungan partispasi aktif masyarakat desa dan 

kelurahan. 

Akhirnya Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ini, kiranya mendapat dukungan 

dari Pimpinan Eksekutif dan Legislatif serta Lembaga Donor/NGO dalam 

pelaksanaanya guna mewujudkkan karakter Kabupaten Ende menuju 

masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan melalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui 3 fase pemberdayaan 

yaitu: penyiapan masyarakat (pra kegiatan), pelaksanaan kegiatan dan pasca 

kegiatan yang dapat dilihat dari kemandirian masyarakat dalam 

memanfaatkan, memelihara, dan melanjutkan hasil pembangunan desa dan 

kelurahan. 

Ende, 2024 

4 An. Kepala DPMD Kabupaten Ende 

Sekretaris, 

e 
CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE ST 

PEMBINA TK. I 
NIP. 19721126 199903 2 077 
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Lampiran E :  Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

No Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategis Kebiiakan Program Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan 

Tuiuan Sasaran 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

l Meningkatnya Indeks Desa 1 Meningkatkan Kinerja Nilai AKIP DPMD Peningkatan Dokumen Peningkatan Pelayanan Program Penunjang Urusan Rendahnya kinerja pegawal Rendahnya apasitas SDM dan - Rendahnya Kapasitas SDM dan Sarana 

Kemandirin Desa Membangun I Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, Kesekretariatan Pemerintahan Daerah dalamn perencanaan, Sarana Prasarana Prasarana 

IDM ): L.Desa Penganggaran, Pelaporan Pelaporan dan Evaluasi Kabupaten /Kota penganggaran, pelaporan dan 
- Masih ada yang berijasah SLTA 

Sangat dan Evaluasi 
evaluasi 

Tertinggal 2. 
- Terbatasnya Aggara 

Desa Tertinggal, - Sarana dan Prasarana Kurang memadai 
3.Desa 

Berkembang 

4.Desa Maju 
2. Meningkatnya Tata Persentase Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Kapasitas Program Penataan Desa Rendahnya SDM Aparatur Terlambatnya realisasi - Rendahnya lwalitas 50M aparatur 

Kelola Pemerintahan Penyelenggaraan Tata laksana Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa pelalsanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (BPD dan Aparat Desa 

Desa Pemerintahan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pemerintahan pembangunan, I 

Desa yang baik Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan 
pembinaan kemasyarakatan 

Desa 
dan pemberdayaan masyarakat Pergantian Aparat Desa tidak sesual 

dengan amanat regulasi 

Program Peningkatan - Terlambatya penetapan Perdesa RKP 

Kerjasama Desa Desa 

Program Administrasi - Terlambatya penetapan Perdes APB 

Pemerintahan Desa Des.a 

- Terlambatnya penetapan Perdes LKPJ 
Desa 

3. Meningkatnya Desa 

yang Naik Kelas 

3. Meningkatnya Persentase Peningkatan Kapasitas Optimalisasi Kader Program Pemberdayaan Rendahnya partisipasi lembaga Rendahnya Peran dan Fungsi 

Kapasitas Lembaga Lembaga lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan desa yang Lembaga kemasyarakatan, kemasyarakatan dan lembag.a Lembaga kemasyarakatan dan Rendahrya pengetahuan dan ketrampilan 

Kemasyaarakatan Desa Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak bergabung dalam Posyandu, PKK Lembaga Adat dan adat dalam pembangunan Lembaga Adat dalam setiap 
$0M Lembaga emasyarakatan dan 

Desa dan Lembaga pemberdayaan masyarakat 
Desa tahapan pembangunan mulai 

Lembaga Adat tentang regulasi dan tata 
dan KPM Masyarakat Hukum Adat lelola pemerintah Des.a 

adat yang Aktif 
dari Perencanaan, Pelaksanaan 

Memperkuat lembaga dan Pertanggungjawaban 

kemasyvarakatan desa dalam 

menggerakkan swadaya dan 

partisipasi masyarakat 



Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan lndikatif DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 

PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN lndlkator (Output) Kelompok 
NO 

Sasaran 2024 2025 2026 

I 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara 
OAERAH KABUPATEN IKOTA efektif dan efisien selama 1 tahun 2.718.600.000 2.917.000.000 3.483.600.000 

Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
1 Perangkat Daerah Daerah 115.000.000 115.000.000 115.000.000 

1[Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

2[Koordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan 
dokumen RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

3[Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-$KPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi 
pen yusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

4 [Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 
Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan 
dokumen DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

5[Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA.-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi 
penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

[Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Klnerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 
lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

7[Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kantor DPMD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor DPMD 2.136.000.000 2.084.000.000 2.136.000.000 

1[Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kantor DPMD 2.096.000.000 2.044.000.000 2.096.000.000 

,[Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujan Verifikasi Keuangan 
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian I Verffikasi Keuangan SKPD 

Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 SKPD 

3/Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

4]Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

]Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD 

Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

6[Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kantor DPMD 



Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Indeks Pelak.sanaan Adminislrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 
23.600.000 3 Daerah Daerah 23.600.000 25.000.000 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 / D ae r ah  SKPD 

2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi 

3 Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 
4 Daerah pada SKPD SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

5 
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Kantor DPMD 3.600.000 5.000.000 3.600.000 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 40.000.000 30.000.000 

,[Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai Kantor DPMD - 10.000.000 - 

,[Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

3 Monitoring, Evaluasl dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Jumlah Pegawai berdasark.an tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan 

31dan Fungsi Pelatihan Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang- Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
5 Undangan Perundangan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000 
Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang 

1[Bangunan Kantor disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

[Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

3 Penyediaan Peralatan Ru mah T angga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
4[Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

5[Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 
Penyadiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang­ Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undanagan yang 

6 undangan disediakan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
7\Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 



8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
9 SKPD Kantor DPMD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis 

1f Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
lndeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6 Pemerintah Daerah 130.000.000 370.000.000 890.000.000 

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang 

'lendaraan Dinas Jabatan disediakan Kantor DPMD - 180.000.000 200.000.000 
,[Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Lapangan Kantor DPMD 25.000.000 50.000.000 50.000.000 
3[Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Kantor DPMD 15.000.000 50.000.000 50.000.000 

4/Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kantor DPMD 50.000.000 50.000.000 550.000.000 

5 Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Bangunan Lainnya disediakan Kantor DPMD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

6 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.000.000 56.000.000 56.000.000 7 Daerah 

1[Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor DPMD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

,[Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Listrik disediakan Kantor DPMD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

3[Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang 
disediakan Kantor DPMD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanlor yang disediakan 
Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah 68.000.000 67.000.000 73.000.000 8 Urusan Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan 
Jumlah kendaraan perorangan Oinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dipelihara dan dibayarkan pajaknya Kantor DPMD 10.000.000 25.000.000 10.000.000 1 Dinas Jabatan 
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

dibayarkan Pajak dan Perizinan Kantor DPMD 20.000.000 4.000.000 25.000.000 2 atau Lananoan 



,[Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Pereliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan 
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 

10.000.000 4 Bangunan Lainya Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
[Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi 

Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Pemeliharaan / Rehabllitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
_[Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 

Kantor DPMD 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

II PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Penataan Desa 1.075.000.000 1.250.000.000 1.305.000.000 

1 Penyetenggaraan Penataan Desa Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa 1.075.000.000 1.250.000.000 1.305.000.000 
,[Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggebungan, 

perubahan status Desa dan Perubahan Status Desa 5 Desa 775.000.000 900.000.000 900.000.000 
2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 

- - - 

3 Fasilitasi Penataan Kewengan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 
5 Desa 100.000.000 150.000.000 150.000.000 

4 Fasilltasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penarmaan dan Kode Desa 5 Desa 100.000.000 100.000.000 150.000.000 

5 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Mas yarakat Hukum Adat Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Mas yarakat Hukum Adat dan Desa 
dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Adat Kewenangan Kabupaten / Kota 

- - - 

6 F asilitasi Saran a dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 5 Desa 100.000.000 100.000.000 105.000.000 

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan 

Ill 75.000.000 150.000.000 155.000.000 

1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan 
75.000.000 150.000.000 155.000.000 

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten 
Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalarm Kabupaten / Kota 

atau Kota 
1 5 D0kumen 75.000.000 150.000.000 155.000.000 



Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam 
dalam Kabupaten/kota Kabupaten I Kota 

2 
- - - 

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 
3 

- - - 

Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang 
IV tertib Administrasi 75.000.000 150.000.000 155.000.000 

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINT AHAN DESA 

Persentase BUMDes berkembang 175.000.000 300.000.000 310.000.000 
Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang 

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan tertib Administrasi 75.000.000 150 .000. 000 155.000.000 
Administrasi Pemerintah Desa 

Persentase BUMDes berkembang 
175.000.000 300.000.000 310.000.000 

Fasilitasi Penyelenggaraan Adminislrasi Pemerintahan 
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1/Desa 60 Dokumen 5.000.000 7.000.000 10.000.000 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa 
5.000.000 10.000.000 2 255 Dokumen 9.000.000 

Fasilitasl Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

3 Desa 
255 Dokumen 5.000.000 8.000.000 10.000.000 

,[Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa 
255 Dokumen 5.000.000 10.000.000 11.600.000 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan 

5 Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas 
150 Orang 5.000.000 7.000.000 10.000.000 

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 
255 Laporan 5.000.000 7.000.000 10.400.000 6 

7 
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 

5.000.000 9.000.000 255 Dokumen 10.000.000 
Pernbinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa 

8/lembaaa keria sama antar Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 20 Dokumen 100.000.000 200.000.000 200.000.000 

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan 

9 
Pemberhentian Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa 

177 Laporan 5.000.000 47.000.000 30.000.000 
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
10 Desa 15 Lap0ran 5.000.000 7.000.000 7.000.000 



11 Fasililasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 255 Dokumen 5.000.000 8.000.000 10.000.000 

12 Fasilitasi Manjemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa 
. . . 

13 Fasilitasi Pengelolaan Asel Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Asel Desa 15 Dokumen 75.000.000 100.000.000 110.000.000 

14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggola BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 
150 Orang 5.000.000 6.000.000 7.000.000 

,Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Balas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 Desa 5.000.000 6.000.000 8.000.000 

16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa 30 laporan 5.000.000 6.000.000 8.000.000 
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

17/Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa 6Dokumen 5.000.000 7.000.000 9.000.000 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan 

18 
Desa dan Kelurahan Kelurahan 6 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di 
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemberdayaan Mas yarakat 

V 275.000.000 500.000.000 520.000.000 
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang 
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 

1 Lembaga Adat Tlngkat Daerah Kabupaten I Kola Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di 

serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Dalam Pemberdayaan Mas yarakat 

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama 
dalam Daerah Kabupaten / Kola 275.000.000 500.000.000 520.000.000 

Identifikasi dan Inventarisasi Mas yarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Mas yarakat Hukum Adat 
1 12 Dokumen 10.000.000 30.000.000 40.000.000 

Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

2 
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Mas yarakat Hukum Adat Mas yarakat Hukum Adat 

8 Dokumen 65.000.000 190.000.000 200.000.000 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 
,[Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan Hukum Adat 
dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 

24 Lembaga 35.000.000 40.000.000 40.000.000 



Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemas yarakatan 

4 Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RTRW, PKK, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Posyandu, LPM dan Karang T aruna) Lembaga Adat Desa I 
Adat Desa/Kelurahan dan Mas yarakat Hukum Adat 

Kelurahan dan Mas yarakat Hukum Adat 
3Unit 25.000.000 40.000.000 30.000.000 

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemenfaatan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi 

6 Tepal Guna Tepat Guna 3Laporan 20.000.000 30.000.000 30.000.000 

[Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakal 4 Laporan 20.000.000 20.000.000 30.000.000 

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil F asilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 
9 Gerakan Pemberdayaan Mas yarakat dan Kesejahteraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

Keluarga Keluarga 
150.000.000 100 Dokumen 100.000.000 150.000.000 

Jumlah 4.393.600.000 5.267.000.000 5.928.600.000 



Lampirn : Al tndilator Kinerja Kuni/Utama (IKK / IKU ) DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa 

1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja 

Tahun Dasar 

Indikator Program 
Kondisi Kinerja 

Program 
(outcome) 

Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja ( output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir periode 

Formula Angk Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

Program Penyelegkaraan 
Jumlah Capalan Indikator masing-masing 

Penunjag Administrasi 

Urusan Perkantoran 
Kegiatan dibagi dengan Jurlah Total Sub Persen 100 100 100 100 

Pemerintahan Perangkt Daerah 
Kegiatan dikali 100% 

Daerah scars efektif dan 

Kabupaten / efisien selama l Perencanaan, Pengangsaran, dan Evaluasi Indels Perencanaan, Pengan@garan dan 
Jumlah Capaian Indikator masing-mnasing 

Kota tahun Kinerja Peranglat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan dibagi dengan Jurnlah Total Persen 100 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Peryusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat umlah Dokumen Perencanaan yang 
Ookumen 2 2 2 

Peranglat Daerah Daerah tersedia 

Koordinasi dan Peryusunan Dolumen RKA­ 
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan 

$KPD 
hasil ordinasi penyusunan dolumen lumlah Dolmen RKA yang tersedia Dokumen 

RKA SKPD 1 1 1 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD 

Jumlah Dok@umen Perubahan RKA yang 
dan Laporan hasl Koordinas penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 
dokumen Perubahan RKA 5KPD 

tersedia 

1 1 1 

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan 

Koordinasi dan Penyusunan DPA . $KPD hasil Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah Dolumen DPA yang tersedia Dokumen 

DPA SKPD 1 1 1 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA 
Jumlah Dokumen Perubahan DPA SK9D 

Jumlah Dolmen Perubahan DPA yang 
dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen 

$KPD 
dokumen Perubahan DPA 5KPD 

tersedia 

1 1 1 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Jumlah Laporan Capaian dan Akhtisar 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Laporan Hasit Koordinasi Penyusunan 
Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil 

aporn 

Kinerja $KPD Laporan Capaian Kinerja dan khtisar 
Koordinato Peryusunan Laporan Capaian 

Realisasi Kinerja SKPD 
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang tersedia 

7 7 7 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang 

Laporan 
daerah tersedia 

1 1 1 



1 2 3 4 5 
' 

7 8 11 12 13 14 

lndeks Pelayanan Administrasi Keuangan 
Jumlah Capaian indikator masing-masing 

Administrasi Keuangan Peranglat Daerah 
Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 

Orang / Bulan 
30 orang/ 31 orang/ 31 orang/ 

Tunjangan ASN Tunjangan ASN 14 Bulan 14 Bulan 14 Bulan 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Dokumen 11 

Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Pengujian / Verifikasi Keuangan Pengujian / Verifikasi Keuangan 
11 11 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Dokumnen Koordinasi dan umlah Dokumen Koordinasi dan 
Dokumen 5 5 

$KPD Pelaksanaan Akuntansi 5KPD Pelaksanaan Akuntansi 
5 

' 
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Perangkat Daerah ( Laporan Keuangan Laporan 1 1 1 

Tahun SKPD 
Akhir Tahun ) 

Jumlah Laporan Keuangan 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran sKPD dan 
Jumlah Laporan Keuangan 

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulan dan Semesteran 
Laporan 26 26 26 

$KPD Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran 
$KPD 

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Jumlah Dolumen Pelaporan dan Analisis 
Dokumen 1 1 1 

Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Indekes Pelaksanaan Administrai Barang 
Jumlah Capaian indikator masing-masing 

Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

' 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kbutuhan Barang Milik 

Dokumen 1 1 1 

Barang Milik Daerah 5KPD Daerah SKPD Daerah SKPD 

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 

Tersedianya Penjaga Malam orang 1 1 1 

Milik Daerah SKPD 

Koordinasi dan Penilaian Barang Miik 
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 

Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian aporan 1 1 1 

Daerah SKPD Penilaian Barang Mifik Daerah SKPD Barang Milk Daerah 

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 12 12 12 

$KPD $KPD 



1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 
Laporan 12 12 12 

$KPD Mifik Daerah pada SKPD Milik Daerat 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Indeks Pela yanan Administrasi 
Jumlah Capaian Indikator masing-masing 

Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah Unit peningkatan sarana dan 
Tersedianya Mesin Absensi Unit 1 1 Pegawai prasarana Disiplin Pegawal 

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Jumlah Dolumen Pendataan dan 
Dokumen 1 1 1 Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

Monitoring.Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Jumlah Dokumen Monitoring.Evaluasi dan Jumlah Dolumen Monitoring.Evaluasi dan 
Dokumen 1 1 1 Pegawal Penilaian Kinerja Pegwai Penilaian Kinerja Pegawal 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawal 
umlah Pegawai berdasarkan tugas dan umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Orang 2 2 2 

Pelatihan Pelatihan 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Jumlah orang yang mengikuti Sosialisas 

Orang 2 19 2 
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan 

Bimbingan Tekis Implementasi Peraturan 
Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan 

Perundang-Undangan 
Teknis Implementasi Peraturan Teknis implementasi Peraturan Kali 1 1 1 

Perundangan Perundangan 

lndeks Pelayanan Administrasi Umum 
Jumlah Capaian Indikator masing-masing 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 
Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Penyvediaan Komponen Instalasi 
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
Penerangan Bangunan Kantor yang Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 8 8 

disediakan disediakan 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Paket 10 5 5 Kantor Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 

Paket 5 3 3 
yang disediakan yang disediakan 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Paket so so so 
disediakan disediakan 



l 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Dokumen 10 10 10 

Penggandaan Penggandaan yang disediakan Penggandaan yang disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
lumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Jumlah Dolumen Bahan Bacaan dan 

Surat Kabar / 
Peraturan Perundang - undangan yang Peraturan Perundang - undangan yang 12 12 12 

Perundang-undangan 
disediakan disediakan 

Bulan 

Penyediaan Bahan/Material 
Jumlah Paket Bahan / Material yang Jumlah Paket Bahan / Material yang 

Paket 4 3 2 

disediakan disediakan 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bulan 2 2 2 

Penyvelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyvelenggaraan Rapat 
Kali 3 3 3 

Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi 5KPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 

Kali l l l 

Dinamis $KPD Dinamis 

Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 
Jumlah Dolumen Dukungan Pelaksanaan 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sistim Pemerintahan Berbasis Elektroni 
Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Tahun l l l 

$KPD pada SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Indeks Pengadaan Brang Miik Daerah 
Jumlah Capaian Indikator masing-masing 

Sub Kegiatan dibagi dengan Jurlah Total Persen 100 100 100 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan Dikali 100% 

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas 
Unit l 

atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Jabatan yang disediakan atau Kendaraan Jabatan yang disediakan 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 
Unit l 

atau Lapangan atau Lapangan yang disediakan atau Lapangan yang disediakan 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 6 6 6 

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lumlah Unit Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 
Unit 9 3 3 

Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit l 

Kantor atau Bangunan Lainnya 
disediakan disediakan 



1 2 l 4 5 6 7 8 11 12 ll 14 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lain0ya Unit 1 1 

Lainnya yang disediakan yang disediakan 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan lndeks Penyediaan Jasa Penunjang 
Jumlah Capaian Indikator masing-masing 

Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 
Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
umlath Laporan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Kali 12 12 12 
Menyurat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa umlah Laporan Penyediaan Jasa 

Rekening/ 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5/12 5/12 5/12 

Air dan Listrik 
yang disediakan yang disediakan 

Bulan 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
umlah Laporan Penyediaan Jasa 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

Perlengkapan Kantor 
Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang 

dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 
unit 1 1 1 

disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Laporan Penyediaan )a$a umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Orang 2 2 2 
Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Umum Kantor yang disediakan 

Pemeliharaan Barang Milik Daer ah tndels Pemeliharaan Barang Milik 
Jumlah Capalan Indikator masing-masing 

Penunyang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah pada Perangkat Daerah 
Sub Kegiatan dlbagi dengan Jumlah Total persen 100 100 100 

Sub Kegiatan dikali 100% 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeihara Unit 1 1 1 

Jabatan 
dan dibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit l l l 

Lapa0gan 
Pajak dan Perizinan Pajak dan Perizinan 

Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlath Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
unit 2 

Lainnya dipelihara dipelihara 
1 2 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Unit 1 1 1 

dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 



1 2 3 4 s 6 7 8 11 12 13 14 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit .% 1 1 1 

Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Dipelihara/ Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lain0ya Unit -% 1 1 1 

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang Dipelihara/ Dire habilitasi 



2. Meningkatnya Tata Ketola Pemerintahan Des 

Tahun Dasar 

Indikator Program Kondisi Kinerja 
Program 

(out come) 
Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode 

Formula Angka Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

PROGRAM Persentase 
Jumlah Desa yang terealisasi penataan 

PENATAAN DESA Penataan Des.a 
desa//umlah Desa yang diusulkan untuk Persen 100 100 100 100 

dilakukan penataan desa dikali 100% 

Persentase Penyelenggaran Penataan 
Jumlah Desa yang terealisasi penataan 

Penyelenggaraan Penataan Desa desa/Jumlah Desa yang diusulkan untuk Persen 100 100 100 100 
Desa 

dilakukn penataan desa dikali 100% 

Jumlah Desa yang Melakukan Jumlah Desa yang Melakukan 
Pembentukan, Penghapusan, Pembentukan, Penghapusan, Pembentukan, Penghapusan, 

Desa 

' 
5 5 Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Penggabungan, dan Perubahan Status Penggabungan, dan Perubahan dibagi 

Desa Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100% 

umlah Desa Terfasilitasi 
Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 
yang 

Penataan Kewenangannya dibagi /umlah Desa 

' 
5 5 Penataan Kewenangannya 

Desa yang diusulkan dikali 100% 

Jumlah Desa yang Terfasilitasi 
Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan 

Fasilitasi Penamaan dan Kode De$a 
Penamaan dan Kode Desa 

dan Kode Desa dibagi /umlah Desa yang Desa 

' 
5 5 

diusulkan dikali 100 % 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang 

umlah Sarana dan Prasarana Desa Unit 
' 

5 5 terfasilitasi 

PROGRAM Persentae umlah Desa yang didampingi dibagi 
PENINGKATAN Peningltan Ker]a seluruh desa yang melakukan kerjasama Persen 100% 100% 100% 100% 
KERJASAMA Sama Pedesaan dikali 100% 
DESA 

Fasilitasi Kerja sama antar Desa 
Persentase Peningkatan Kerja Sarna urah Desa Yang Melakukn erjasama 

Persen 100 100 100 100 Pedesaan Antar Desa 

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam umlah Dokumen Ker]a Sama Antar Desa Jumlah Dolumen Kerja Sama Antar Desa 
Dokumer 2 3 4 5 Kabupaten/Kot dalam Kabupaten /Kota dalam Kabupaten /Kota 



1 2 I 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

1. Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Jumlah Desa yang tertib administrasl 
% 100 100 100 100 100 

Desa yang tertib administrasl dibagi jurlah desa seluruhnya dikali 100% 
PROGRAM 

ADMINISTRASl 

P£MERINTANAN 
DESA 

Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusl 

2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang % 4/55 x 100% 7,27 7.27 9,09 10,91 10,91 

sudah Penyertaan Modal dilali 100% 

1. Cakupan pemerintah Desa dan Badan 
Jumlah Desa yang tertib administrasi 

Perrmusyawaratan Desa yang tertib % 100 100 100 100 100 

Pembinaan dan Pengawasan administrasi 
dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100% 

Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Des.a 2. Persentas¢ BUMDes yang 
umlah BUMDes yang sudah berkontribusi 

berkontribusi terhadap PADES 
ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang % 4/55 x 100% 7,27 7.27 9,09 10,91 10,91 

sudah Penyertaan Modal dikall 100% 

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 

32 x255 
Administrasi Pemerintahan Desa dibagi Dokumen 8160 640 640 640 

Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa 
jumlah desa dikali 100% 

desa 

umlah Dokumen Hasil Pervusunan 
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Produlx Huleum Desa dibagi lumlah Desa Dokumen 5255 desa 1275 783 851 792 
Produk Hukumn Desa 

dikali 100% 

Fasilitasi Peryusunan Perencanaan 
Jumlah Dokumen Hsi] Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Penyvusunan 

Penvusunan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Desa dibagi Dokumen 2x255 0esa 510 255 255 255 
Pembangunan Desa 

Desa Jumlah Desa dilali 100% 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Jumlah Dokumen hasif Fasilitasi Jumlah Dolumen Pengelolaan Keuangan 

Dokumen 1x255 De5a 255 255 255 255 
Pengelolaan Keuangan Desa Desa dibagi umlah Desa dikali 100 % 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Des 

yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan yang Mengkuti Pembinaan Peningkatan 0rang 100 50 100 150 
Pemerintah Desa 

Kapasitas Kapasitas 

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Jumlah Laporan Fasilitasi 
umlah Laporan Peryelerggaraan 

Musyawarah Desa dibagi lumlah Desa dikall Laporan 1x255 De5a 255 255 255 255 
Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

100% 

umlah Dokumen Hasil 
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 
Evaluasi 

dan Pengawasan Peraturan Desa dibagi Dokumen 765 774 861 792 
dan Pengawasan Peraturan Desa 

Jumlah Desa dikali 100 % 

30255 Desa 



1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

umlah Dokumen 
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa 
Hasil Pembinaan 

dan Pemberdayaan BUM Desa dan 
dan Pemberdayaan BUM Desa dan Dokumnen 31 10 15 20 

dan Lembaga Kerja sama antar Desa 
Lembaga Kerja Sama antar Desa 

Lembaga Kerja Sama antar Desa dibagi 

Jumlah BUMDes yang dibentuk dikali 100% 

umlah 
Jumlah Laporan Hasil 

Laporan Hasil 
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan Pemilihan, 
Penyelenggaraan Perilihan, 

Pemilihan, Pengangkatan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Laporan 8 167 10 177 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa dibagi Jumlah yang 
Kepala Desa 

direncanakan X 100% 

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan 
Jumlah Laporan Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa dibagi Laporan 5 5 5 
Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa 

Jumlah Desa yang direncanakan X 100% 

Fasilitasi Penyusunan Profil De$a 
Jumlah Dokumen Profit Desa yang 

Jumlah Dokumen Profit Desa yang tersusun Dokumen 
tersusun 115 180 255 

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 
Jumlah Dokumen Hasil Faglitasi umlah Dolmen Hasil Pengelolaan Aset 

Dokumen 20 5 10 15 264 
Pengelolaan Aset Desa Desa 

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Jumlah Anggota 8PD yang Mengikuti Jumlah Anggota 8PD yang Mengikuti 
0rang 50 100 150 150 

8PD Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Peningkatan Kapasitas 

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam 

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 
Desa 9 5 5 

Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 

100% 

Jumlah Hasil 
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 
aporan Pembinaan 

Laporan Kepala Desa dibagi Jumlah Desa Laporan 10 10 10 10 
Laporan Kepala Desa 

dikali 100% 

Pelaksanaan Penugasan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / 

Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dokumen 2 4 6 

Dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Des dilaksanakan oleh Desa 

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta 
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Jumlah Dolumen Hail Evaluasi 

Perkembangan Desa serta Lomba Desa Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Dokumen 2 2 2 
Lomba Desa dan Kelurahan 

dan Kelurahan Kelurahan dibagi Jumlah Desa dikali 100 % 



3. Meningkatnya Kapasltas Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Tahun Dasar 

Indikator Program 
Kondisi Kinerja 

Program 
(out come) 

Kegiatan Indilator Kegiatan (output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode 

Renstra 
Formula Angka 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 

PROGRAM Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan 
PEMBERDAYA 

AN LEMBAGA Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang 
Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam 

2500/3706° 

Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Masyaralat dibagi Total Persen 

100 
67,46 75,55 80,95 100 100 

KEMASYARA Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga 
KATAN, Adat dikali 100% 
LEMBAGA ADAT 

DAN 

MASYARAKAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 

HUKUM ADAT yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyaralatan dan 

Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalamn 
2500/3706 

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyaralat dibagi Total Persen 67,46 75,55 80,95 100 100 

Masyarakat Huum Adat yang Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan dan Lembag 
100 

Pelakunya Nulumn Adat yang Sama dalam Adat dikall 100% 

Daerah Kabupaten/Kot.a 

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan lumlah Dolumen Hasil Identifiasi dan 
Dok@umen 3 

Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 
7 12 

Jumlah Dokumen Hasil Penataan, 
Jumlah Dolumen Masi Penataan, 

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 
Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Pemberdayaan dan Pendayagunaan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Kemnasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, 
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, 
Dokumen 10 13 17 21 

PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 

LPM, dan Krang Taruna), Lembaga Adat 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Masyarakat Hukum Adat 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat dibagi /umlah Lembaga 
Adat 

Kemasyarakatan dikali 100% 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 
Desa/Keturahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan arang Taruna), Lembaga Adat 

(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 
PM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Lembaga 100 120 130 145 
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukun Adat 

Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraban 
Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi 

dan Masyarakat Hukum Adat 
yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 

100% 



1 2 3 4 5 
' 

7 8 11 12 13 14 

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan 

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, (RT, RW, PKK, Posyadu, tPM, dan Karang 
Unit 1 1 1 

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukun Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlath 

Adat Adat Lembaga Kemasyarakatan di kali 100% 

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Jumlah Laporan Hail Faslitasi Pemerintah 

Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Laporan 1 2 3 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 
Guna Guna dibagi Jumlah De$a X 100% 

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan 
apor an 8 10 12 14 

Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim 

Penggerak PKK dalam Peryelenggaraan 
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 300 50 100 150 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan 
Kesejabteraan 

Keluarga dibagi Total Jumlah PKK dikali 100 
Keluarga 

% 


